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KATA PENGANTAR

Assalammu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadirat Allah SWT, schingga Laporan Tahunan Badan Pengawasan
Mahkamah Agung Rl tahun 2019 telah selesal sesuai dengan waktu vang telah ditentukan.
Laporan tahunan ini merupakan pertanggung jawaban Badan Pengawasan dalam pelaksanaan
tugas dan kegiatan selama kurun waktu 2019, denpan meksud untuk melihat sejauhmana hasil
kerja vang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan secara transparan dan akuntabel,

Pengawasan mempunyai peran yang sangat penting dalam mendorong terwujudnya badan
peradilan Indonesia yang agung, sehingpa fungsi pengawasan Mahkamah Agung vang dijalankan
oleh Badan Pengawasan diharapkan dapal memberikan nuansa perubahan untuk dapat
mewujudkan kepercavaan publik kepada badan peradilan,

Badan Pengawasan felah melakukan berbapai terobosan secars transparan dan optimal
serta berupaya terus menerus dalam memngkatkan mutu maupun hasil pengawasan dan kualitas
pelayanan pengaduan vang lebih baik kepada publik. Pemingkatan tersebut meliputi peningkatan
kualitas sumber daya manusia (SDM) pelaksana pengawasan dan peningkatan sarana vang
berkaitan dengan pedoman pelaksana tupas pengawasan serta adanya akses kemudahan Sistem
Informasi Pengawasan dalam penyampaian Laporan/ Pengaduan.

Kiranya Laporan Tahunan Badan Pengawasan ini dapat memberikan gambaran capaian
kinerja Badan Pengawasan dan dapat membenkan gambamn mengenal upaya nyata untuk
melakukan pembenahan terhadap terhbh pelaksanaan tugas yang dilakukan sccara terus menerus
oleh seluruh Aparat Badan Pengawasan dalam melaksanakan tugas khususnya berkaitan dengan
pelayanan penanganan pengaduan dan terwujudnye lingkungan peradilan yang bersih dan bebas
KEN.

Jakarta, 30 Januari 2020

Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI
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BABI
PENDAHULUAN

A, Kebijakan Umum

Pengawasan Intern merupakan seluruh proses kegiatan audit, reviy, evaluasi, pemantavan,
dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi orpanisasi dalam
rangka memberikan keyakinan vang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai
dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efekrif dan efisien untuk kepentingan
pengawasan yang lebih baik.

Penanganan Pengaduan merupakan salsh satu kinerja utama pada Badan Pengawasan
scbagaimana yang terdapat pada Perma No 9 Tahun 2016. Salah satu penunjang keberhasilan
penanganan pengaduan tersebut adalah adanys dukungan Teknologi Informasi vang
terintegrasi dari pusat sampai pada satker di daerah yang dikenal dengan Aplikasi Siwas MA
RL

Badan Pengawasan telah melakukan berbagai terobosan secara transparan dan  optimal
serta berupaya terus menerus dalam meningkatkan mutu maupun hasil pengawasan dan
kualitas pelayanan pengaduan yang lebih baik kepada publik diantaranva dengan
penyempurnaan Aplikasi Siwas yang sast ini versi 3.

Selamn Aplikasi Siwas MA RI, Badan Pengawasan juga berupaya mengembangkan
Aplikasi E-Monitoring dan Evaloasi sebagai upaya mewujudkan Misi Badan Pengawasan
vaitu Terwujudnya fungsi Pengawasan yang efektif dan efisien di lingkungan Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

B. Visi dan Misi
Dalam menetapkan Rencana Strategis Badan Pengawasan mengacu pada Visi Mahkamah
Agung yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”, dan dalam rangka
mencapai Visi tersebut Mahkamah Agung R menetapkan Misi sebagai berikut:
1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
2. Memberikan Pelavanan Hulkum yang berkeadilan kepada pencarni keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.
Sejalan dengan Visi dan Misi Mahkamah Apung tersebut Badan Pengawasan telah
menetapkan Visi vaitu "Terwjudnya aparatur peradilan yang bersili dan berwibawa "™,
Yang dijabarkan dalam Misi sebagai benkur;
1. Mengoptimalkan pengawasan melekat dan mengintensiflcan pengawasan fungsional;
2. Meningkatkan profesionalisme aparat Badan Pengawasan dan peradilan Tingkat Banding
di hdang pengawasan;
3. Terwujudnya fungsi Pengawasan yang efektif dan efisien di linpkungan Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan di bawahnya;
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4. Terwuwjudnys aparatur yang profesional, bersih, netral, bertangpung jawab dan berorientasi
pada pelayanan masyarakat.

C. Rencana Strategis

Guna melaksanakan Visi dan Misi tersebut Badan Pengawasan telah merumuskan
Rencana Strategis untuk masing-masing tujuan yang telah ditetapkan yang akan dicapai secara
nvata dan lebih spesifik. terukur dalam kurun waktu 1 tabun vang dijabarkan ke dalam
kebijakan dan program, yang digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 1.1 Rencana Strategis Badan Pengawasan MA-R1

SASARAN INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN
(Tersclenggaranya | Persentase pengaduan  yang | Pengawasandan | 1077, 1078,5258, 5259 |
penanganan dapat ditindaklanjuti Peningkatan Pengawasan
penpadoan yang | Persentase pengaduan ].r:ﬁmg_ Almntabilitas Pelaksanaan Teknis,
transparan, efektif | selesai  ditindaklanjuti  dan | Aparatur Administrasi Peradilan,
dan efisien dipublikasi Mahkamah Agung | Admimstrasi Umum,
Terselenggaranya | Jumlah pengadilan vang RI  Penanganan Pengaduan
manajemen dilakukan pengawasan reguler ' Inspektur Wilayah
peradilan dan Jumlsh pengadilan vang
admimstrasi umum | dilakukan pemeriksaan kinerja
secara efektif, dan integritas
efisien dan Jumlah pengadilan yang
akuntabel dilakukan audit barang dan jasa
Jumlah Satuan Kerja yang telah
dilakukan pemertksaan
keuangan
Jumlah Evaluasi LKjIP yang
selesai dilakulkan
Jumlah Quality Assurance 1079
pengelelaan keuangan yang Dukungan Manajemen
terleksana da.n Dukungan Teknis
Jumlah F@an Hakim II‘;:;;}':ESTH oh
Pengawas Bidang Agung

Jumlah pegawai yang
mengikuti Assesment

Jumlah Penpuatan APIP

Jumlah Sosialisasi Pengelolaan
Pengaduan

Jumlah Tindak Lamjut Hasil

Pemeriksaan (TLHP) BPK yang
dizselesaikan
Jumliah Sidang Majelis

Eehormatan  Hakim
dilaksanakan

yang
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BAB I
STRUKTUR ORGANISASI

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Pengawasan Mahkamah Agong

Berdasarkan ~ Keputusan Sekretanis  Mahkamah  Apung  RI Momor
MA/SEKAT/SK/I/006 tentang Organisasi Tata kerja Sekretariat Mahkamah Apung RI,
struktur organisasi badan Pengawasan Mahkamah Agung R terdini dari;

1. Eselon I
Badan Pengawasan dipimpin oleh Kepala Badan, vang dalam pelaksanaan tugasnya,

Badan Pengawasan menyelenggarakan fungsi ;

2. Fenyiapan perumusan kebijakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan
Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan Peradilan;

0. Pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Mahkamah Agung
dan Pengadilan di semua lingkungan Peradilan scsuai denpan ketentuan persturan
perundang-undangan yang berlaku,

€. Pelaksanaan administrasi Badan Pengawasan.

2. Eseclon 11
Susunan Organisasi Eselon 11 Badan Pengawasan terdiri dar |
a. Sekretaris Badan Pengawasan
Sekretanat Badan Pengawasan dipimpin oleh Sekretarizs Badan yanp bertugas
membenkan dukungan teknis administratif kepada semua unsur di lingkungan Badan
Pengawasan.
Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud, Sekretariat Badan Pengawasan
menyelenggarakan fungsi ;
I} Pelaksanaan koordinasi penyusunan dan program kerja dan penyusunan anggaran,
serta perbendaharaan dan pembuatan akuntansi dan laporan kevangan;

e S e e ————— ——— .
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2) Pelaksanaan urusan kepegawaian;
3) Pelaksanaan penataan organisasi dan ketatalaksanaan, evaluasi jebatan dan
pengembangan kinerja;
4) Pelaksanaan urusan dokumentasi dan manajemen sistem informasi:
3) Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Badan
Pengawasan.
h. Inspektorat Wilavah I
Inspektorat Wilayah [ dipimpin oleh seorang Inspektur vang bertugas melaksanakan
penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanean penpawasan serta pemeriksaan
pelaksanaan tekms dan administrasi peradilan serta administrasi umum di wilayah
Sumatera yang meliputi : Nanpgroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau, Sumatera
Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Benghulu, Lampung dan Bangks Belitung.
Dalam melaksanakan ftugas sebagamana dimaksud, Inspektur Wilayah 1
menyelenggarakan fungsi:
1) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan
serta pemeriksaan pelaksanaan teksnis peradilan di wilayah [
2) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan
serta pemeriksaan pelaksanaan administrasi peradilan di wilayah |
3) Pelaksanaan penylapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penpawasan
serta pemeriksaan pelaksanaan administrasi umum di wilayah I
4) Penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan di wilayah I;
5) Penghimpunan, evaluasi témuan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
pengawasan di wilayah 1
6) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Tnspektorat Wilayah 1,
¢. Inspektorat Wilayah II
Inspektorat Wilayah II dipimpin olch seorang Inspektur wyang bertugas
melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta
pemenksaan pelaksanaan teknis dan administrasi peradilan serta administrasi umum di
wilayah Jawa dan Bali yang meliputi ; Banten, DKI Jakarta (termasuk unit organisasi
yang ada di Mahkamah Agung), JTawa Barat, Jawa Tengah, DI Yopyakarta, Jawa Timur,
dan Bali,
Dalam melaksanakan fugas scbagaimana dimaksud, Inspektur Wilayah 11
menyelenggarakan fungsi:
1) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan
serta pemeriksaan pelaksanaan teknis peradilan di wilayah 11,
2) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penpgawasan
serta pemenksaan pelaksanaan administrasi peradilan di wilayah IT;

e )
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3) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan
serta pemeriksaan pelaksanaan administrasi umum di wilayah I

4) Penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan di wilayah I1;

5) FPenghimpunan, evaluasi temuan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
pengawasan di wilayah II;

) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangpa Inspektorat Wilayah IL

Inspektorat Wilayah II1

Inspektorat Wilayah Il dipimpin oleh seorang Inspektur vang bertugas
melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta

pemeriksaan pelaksanaan teknis dan administrasi peradilan serta administrasi omum di
wilayah Kalimantan dan Sulawesi yang meliputi : Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah,
Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara,
Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Wilayah III
menyvelenggarakan fungsi:
1) Pelaksanaan penyiapan bahan psromusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan
serta pemeriksaan pelaksanean teknis peradilan di wilayah 117
Z) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan
serte pemeriksaan pelaksanaan administrasi peradilan di wilayvah 111
3) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan peclaksanaan pengawasan
serta pemeriksaan pelaksanaan administrasi umum di wilayvah I17;
4) Penyusunan dan penvampaian laporan hasil pengawasan di wilayah [11;
5) Penghimpunan, evaluasi temuan dan pertanppungjawaban pelaksanasn tugas
pengawasan di wilavah III;
6) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat Wilayah TIL
e. Inspekforat Wilavah IV
Inspektorat  Wilayah IV dipimpin oleh seorang Inspekiur vang bertugas
melaksankan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksansan penpawasan serta
pemeriksaan pelaksanaan teknis dan administrasi peradilan serta administrasi umum di
Wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua yang meliputi : Nusa Tengpara Barat, Musa
Tengpara Timur, Maluku, Maluku Ulars, dan rian Jaya (Papua).
Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud, Inspektur Wilayah IV
menyelenggarakan fungsi:
1) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan
serta pemenksaan pelaksanaan teknis peradilan di wilayah IV;
2) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan
serta pemenksaan pelaksanaan administrasi peradilan di wilayah IV

e e —— —————
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3) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan
serta pemeriksaan pelaksanaan administrasi umum di wilayah I'V;

4) Penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan di wilayah TV:

3) FPenghimpunan, evaluasi temuan dan pertanggunpjawaban pelaksanaan tugas
pengawasan di wilayah [V,

6) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangps Inspektorat Wilayah [V,

3. Eselon IO
Orpanisasi Sekretarigt Badan Pengawasan Mahkamah Apung dipimpin oleh Sekretaris

Badan Pengawasan Mahkamah Agung (Eselon II), vang didukung dengan jabatan struktursl
dibawahnya vang meliputi ;
#. Bagian Perencanaan dan Keuangan
Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Pejabat Struktural Eselon 1T yang
bertugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pemyusunan rencana dan program,
penyusunan dan pelaksanaan angparan dan perbendaharaan serta pembuatan Laporan

Keuangan dan venfikasi di Lingkungan Badan Pengawasan. Dalam melaksanakan tugas,

bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi -

1} Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran:

2) Pelaksanaan penyusunan dokumen pelaksanaan anpgaran dan perbendaharaan serta
menerbitkan surat perintah pembayaran kepada kantor pelavanan perbendaharaan
TISEATE;

3) Pelaksanaan penyusunan laporan keuanpan dan verifikasi

Bagian Perencanaan dan Keuangan terdiri dani :

1} Sub Bagian Perencanaan Program dan Penyusunan Anggaran;

2) Sub Bagian Anggaran dan Perbendaharaan;

3) Sub Bagian Akuntansi

b. Bagian Kepegawaian
Bagian Kepegawaian dipimpin oleh Pejabat Struktural Eselon Il vang bertugas
melaksanakan urusan  kepegawaian di lingkungan Badan Pengawasan.  Dalam
melaksanskan tugas, bagian Kepepawaian mempunyai fungsi -

1) Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan
pegawai serta pengelolaan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekesjaan (DP 1), administrasi
Jjabatan fungsional, pengurusan ASKES dan disiplin pegawai;

2) Pelaksanaan penyiapan bahan pengusulan kenaikan pangkat, pengajian, pemindahan dan
mutasi kepegawaian lainnyx;

3) Pelaksanaan penyiapan bahan pengusulan pemberhentian dan pensiun pegawai

Bagian Kepepawaian terdiri dari :

1) Sub Bagian Umum Kepepawaian;

2} Sub Bagian Mutasi:

e L
LAPORAN TAHUNAN BADAN PENGAWASAN MA - RI TAHUN 2019 Page 6



3) Sub Bagian Pemberhentian dan Pensiun.
¢. Bagian Organisasi dan Tata Laksana
Bagian Organisasi dan Tata Laksanana dipimpin oleh pejabat struktural eselon ITT vang
bertugas melaksanakan penataan organisasi dan ketatalaksansan, eveluasi jebatan dan
pengembangan kinerja, serta urusan dokumentasi dan manajemen sistem informasi di
lingkungan Badan Pengawasan. Dalam melaksanaken tugas, bagian Orpanisasi dan Tata
Laksana mempunyai fungsi
1) Pelaksanaan penyiapan bahan penelashan, penataan, den evaluasi organisasi serta
penyusunan laporan,
2) Pelaksanaan penviapan bahan penslashan, penataan dan evaluasi pembakuan sarana
kerjs, prosedur dan sistem administrasi;
3) Pelaksansan urusan dekumentasi dan penyiapan bahan pelayanan informasi,
Bagian Organizasi dan Tata Laksana terdiri dari
1) Sub BagianKelembagaan dan Pelaporan;
2) Sub Bagian Ketatalaksanaan:
3) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi.
d. Bagian Umum
Bagian Umum dipimpin oleh pejabat stroktural eselon 11T yang bertugas melaksanakan
urusan (ata usaha, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Badan Pengawssan.
Dalam melaksanakan tugas, bagian Umum mempunyai fungs:
1) Pelaksanaan wrusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan;
2) Pelaksanaan urusan perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana;
3) Pelaksanaan penyiapan bahan analisis kebutuhan pengadeaan, distribusi, inventarnsas dan
penighapusan perlengkapan.
Bagian Umum terdiri dan ;
1) Sub Bagian Tata [saha;
2} Sub Bagian Rumah Tangga.;
3} Sub Bagian Perlengkapan.

A. Standard Operational Procedures (SOP)

Badan Pengawasan Mahkamah Agung Pada Tahun 2018 telah melakukan evalugsi dan
revisi terhadap Standar Operasional Prosedur (SOF) terhadsp beberapa SOF yang sudah
tidak sesuai lagi dan penambahan SOP berdasarkan kebutuhan organisasi, yaitu ;

1. Evaluasi atas Pemenuhan Kebutuhan SOP QOrganisasi
SOP yang ada belum sepemubnys mampu memenuohi semua kebutuhan organisasi
dalam penataan hubungan kerga, sehingga diperlukan beberapa penambahan S0P baru
guna memenuhi kebutuhan proses bisnis vang ada pada Badan Pengawasan yaitu:

e e e ———
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4. SOP KEPEGAWAIAN :
S0P Penanganan Penilaian Jabatan Fungsional Auditor Pada Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI
b. SOP UMUM
S0P Penggunaan BMN
c. SOP KEUANGAN
1) Standard Operating Procedures (SOP) Usulan Revisi Anggaran Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI
2) S0P Momtoring Evaluasi Kinerja (Monev Bappenas) Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI
3) S0P Monitoring Evaluasi Anggaran {(Monev Smart DJA) Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI
d. SOP ORTALA
1) Standar Operasional Prosedur Publikasi Konten Berita Website
1) Standar Operasional Prosedur Publikasi Konten Berita Website
3) Standar Operasional Prosedur Perbarkan Perangkat Keras Komputer
4} Standar Operasional Prosedur Pemeliharaan Jaringan
3) Standar Operasional Prosedur Perbaikan Perangkat Lunak Komputer
6) SOP Pemeliharaan Infrastuktur Jaringan, Perangkat Keras (Hardware) dan
Peranglat Lunak {Software)
7) SOP Pembuatan Sistem Aplikasi
e, SOP IRWIL
1) SOP Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Badan Pengawesan Mahkamah
Apung RI
f. SOP AUDITOR
13 S0P Evalussi Atas Pelaksansan Pembangunan Zona Integritas Oleh Badan
Pengawasan Mahkamah Agung RT
2) S0P Evaluasi Atas Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Terhadap Satker
Yang Telah Memperolah WBK Dan WEEM
3) SOP Penilaian Atas Pelaksanaan Pembangunan Zona Intepritas

2. Evaluasi atas Format dan Kelengkapan SOP
Dokumen SOF vang dibuat dan sesuai dengan format dan kelengkapan yang
diatar dalam Pedoman Penyusunan SOP tetapi diperlukan perubahan sesuai dengan
kebutuhan organisasi yartu :
a. KEPEGAWAIAN
1) 001/BP.1/KP.01.3/08/2019 SOP Penanganan Usulan Kenatkan Pangkat Pegawai
Dengan Pangkat IT1/D Ke Bawah Pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

ey
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2} DOZ/BP.1/KP.01.3/08/2019 SOP Usulan Pengangkatan CPNS Menjadi PNS Pada
Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

3) D03BP.L/KP.01.3/08/2019 SOP Penanganan Usulan Kenaikan Panpkat Pepawai
Dengan Pangkat IV/A Ke Atas Pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung Rl

4) 04/BP.1/KP.01.3/08/2019 SOP Penanganan Usulan Kenaikan Gaji Berkala
{KGB) Untuk Pegawai Dengan Pangkat [1/D Ke Bawah Pada Badan Pengawasan
Mahkamah Apung Rl

5) ODS/BP.1/KP.01.3/08/2019 S0P Penanganan Administrasi Surat Tugas Pada
Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

6) U06/BP.1/KP.01.3/08/2019 SOP Penanganan Usulan Kenaikan Pangkat Hakim
Tingg Dan Hakim Yustial Pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung Rl

7) DOT/BP.A/KP.01.3/08/2019 SOP Penanganan Administrasi Cuti Pada Badan
Pengawasan Mahkamah Agung Rl

8) O08/BP.1/KP.01.3/08/2019 SOP Pembuatan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
Pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung R1

9) 9/BP.1/KP.01.3/08/2019 SOP Penanganan Administrasi Jabatan Fungsional
Pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

10) 01WBP.1/KP.01,3/08/2019 SOP  Penanganan  Administrasi  Surst  Keluar
Eepegawalan Pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

11) 011/BP.1/KP.01,3/08/2019 SOF Pembuatan Surat Keputusan Pada Badan
Pengawasan Mahkamah Agung RI

12} 012/BP.1/KP.01.3/08/201% SOP Pembuatan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Pada
Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

13) 013/BP.1/KP.01.3/08/2019 SOP Pelaksanaan Acara Pelantikan Pejabat Struktural
Pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

14) 014/BP.1/KP.01.3/08/2019 S0F Usulan Pembuatan Penphargaan Satyva Lancana
Karya Satya Pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung R1

15) M15/BP.1/KP.01.3/08/2019 S0P Pelaksanaan Acara Pengambilan Sumpah Jabatan
Fungsional Pada Badan Pengawasan Mahkamah Agungz R1

16) 016/BP.1/KP.01.3/08/201% S0P Pelaksanaan Acara Pengambilan Sumpah Calon
Pepawai Negeri Sipi] Pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

17) 017/BP.1/KP.01.3/08/2019 SOF Pembuatan Surat Pemyatasn Melaksanakan
Tugas {SPMT) Pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

18} 015/BP.1/KP.01.3/08/201% SOP Fembuatan Surat Pernyatazn Pelantikan (SPP)
Dan Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan {SPMJ) Pada Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI

19) 01%BE/KFP.01.3/08/2019 S0P Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) Badan Pengawasan
Mahkamah Agung Rl

e e ————
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20) 019/BP.1/KP.01.3/08/2019 SOP Penanganan Usulan Kenaikan Gaji Berkala
(LGB} Untuk Halam Tinggi, Hakim Yustisial Dan Pegawai Dengan Pangkat
[V/A Ke Atas Pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung R1

b. UMUM

1} 001/BP.1/UMLOL.3/08/2019 SOP Penyiapan Sidang Majelis Kehormatan Hakim
Antara Mahkamah Agung Republik Indonesia Dengan Komisi Yudisial Republik
Indonesia

Z)  00Z/BP.1/UM.01.3/08/2019 SOP Pengelolaan Arsip Inaktif

3) 003/BP.1/UM.01.3/08/2019 SOP Evaluasi Sakip Satker Lingkungan Mahkamah
Apung RT

4) 004/BP.1/UML0L3/08/2019 SOP Pemeriksaan Reguler Badan Pengawasan
Mahkamah Agung R

5) 00S/BP.1/UM.01.3/4082019 SOP Pemeriksaan Kinerja Dan Integritas Badan
Pengawasan Mahkamah Agung R

6) O(06/BP.1/UM.01.3/08/2019 SOP Monitoring Pemeriksaan Internal

71 007/BP.1/UM.01.3/08/2019 SOP Inspeksi Mendadak (SIDAK)

8) 008/BP/UMLOL.3/08/2019 S0P Komunikasi Internal Badan Pengawasan
Mahkamah Agung R

9) 00%/BP.1/UM.01.3/08/2019 SOP Penanganan Hal — Hal Yang Membatasi Ruang
Lingkup Audit Badan Pengawasan Mahkamah Agung R1

10) 010WBP.1/UN.01.3/08/2019 Standar Operating Procedures (Standard Operating
Frocedures) Meja Pengadvan Esclon | Pada Mahkamah Agung R1

11) N/BP/UM.01.3/08/2019 S0P Penanganan Pengaduan{Whistleblowing System)
Melalui Aplikasi Siwas MA-RI Pada Irwil | s/d IV Badan Pengawasan Mahkamah
Agung RI

12) 012/BP.1/UM.01.3/08/2019 Standar Operasional Prosedur (Standard Operating
Proceduresy Klarifikasi Dan Konfirmasi Atas Pengaduan

13) 013/BP.1/UM.01.3/08/2019 Standar Operasional Prosedur (Standard Operating
Proceduresy Delegasi Penanganan Pengaduan Kepada Pengadilan Tingkat
Banding

14) 014/BP.1/UM.01.3/08/2019 Standard Operating Procedures (SOP) Rehabilitasi
Terlapor Pengaduan Tidak Terbukti

15) N5/BP.1/UM.OL3/082019 Sundard Operating Procedures (SOP) Pemeriksaan
Oleh Tvm Pemeriksa Pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

16} 016/BP.1/UM.01.3/08/2019 SOF Pemeriksaan Kasus

17} 017/BP.1/UM.01.3/08/2019 SOP Penghapusan Barang Milik Negara (BMN)

18} 052/BP.1/OT.01.3/04/2014 SOP Pengembalian BMN

e
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19} 053/BI"1/OT.01.3/04/2014 SOP Penyusunan Laporan Barang Milik Negara
(BMN)
c. KEUANGAN
1) 01/BP.I/KU.01.3/08/2019 Standard Operating Procedures (SOP) Penyusunan
Rencana Kerja Tahuman (RKT) Dan Program Badan Pengawasan
2) WA/BP.1I/KU.0L.3/08/2019 Standard Operating Procedures (S0P} Penyusunan
Renstra Pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
3) DOS/BP.1/KU.01.3/08/2019 Standard Operating Procedurcs (SOP) Pembayaran
Biaya Perjalanan Dinas Di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawasan
4) 6/BP.1/KI.01.3/08/2019 Standard Operating Procedures (SOP} Pembayaran LS
Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Pengawasan Mahkamah Agung R1
5) T/BP.1/KU.01.3/08/2019 Standard Operating Procedures (SOP) Belanja Pegawai
Dan Kekurangannya Pada Badan Pengawasan Mahkamah Apung RI
6) DO8/BP.1/KU.01.3/08/2019 SOP Penyusunan Rencena Kerja Dan  Angparan
Kementerian Megara/Lembaga (RKA-KL)
7) 009/BP.1/KU.01.3/08/2019 S0P Laporan Keuangan SAK (Sistem Akuntansi
Keuangan)
d. ORTALA
1) 001/BP.1/OT.01.3/08/201% SOP Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP ) Badan Pengawasan
2} 002/BP.1/OT.01.3/08/2019 SOP Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LEJIP ) Mahkamah Agung
3} 003/BP.1/OT.01.3/08/2019 SOP Tavangan Hukuman Disiplin Pada Website

Badan Pengawasan MA RI

4) 004/BP.1/OT.01.3/08/2019 SOP Penyusunan Laporan Tahunan Mahkamah
Agung

3) 0S/BP.I/OT.01.3/082019 S0P  Penyusunan  Laporan Tahunan Badan
Pengawasan

6] 006/BP.1/0T.01.3/08/2019 S0P Layanan Perpustakaan

7} 007/BP.1/OT.01.3/08/2019 SOP Peliputan Kegiatan

£) O008/BP.1/0T.01.3/08/2019 SOP Peminjaman Bulku Perpustakaan

5) 009%BP.1/OT.01.3/08/2019 SOP Penanganan Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus
10} 010/BP.1/OT,01.3/08/2019 SOP Pengelolaan Arsip Lhp

11) 011/BP.1/OT.01.3/08/2019 SOP Pengembalian Buku Perpusiakaan

12) M12/BP.1/OT.01.3/08/2019 SOP Penerimaan Buku Perpustakaan

13) 013/BP.1/OT,01.3/08/201% SOP Peminjaman LHP

e e —
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B. Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

Untuk mewujudkan pembinaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan sistem prestasi kerja
dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja, perlu dilakukan penilaian
prestasi kerja. Aparatur Badan Pengawasan telah menyusun SKP sebapai rancangan
pelaksansan kegiatan tugas jabatan sesuai dengan rincian tugas, tenggung jawab dan
wewenangnya sesual dengan stroktur dan tata kerja orgamsasi.

Pada tahun 2019 SKP telah diterapkan untuk pelaksanaan kenaikan pangkat, pensiun dan
penyesuaian ijazah, Kenaikan pangkat Hakim Tinggi dan Hakim Yustisial 17 (tujuh belas)
orang, kenaikan pangkat Pejabat Struktural | Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum 28
(dua puluh delapan) orang serta Hakim Tinggi, Pejabat Fungsional dan Pegawai yang
pumabakti 3 (Bga) orang sebagai dasar kenaikan pangkat pengabdian.

e e s —
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BAB I
PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A. PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA
1. SUMBER DAYA MANUSIA

Badan Pengawasan Mahkamah Apgung RI merupakan satuan kema pengawasan
fungsional yang khusos ditunjuk untuk melaksanaken tugas pengawasan di lingkungzan
Mahkamah Agung RI, dan Badan Peradilan dibawahnya dengan harapan pelaksanaan tugas
dapat berjalan secara efektif dan efisicn sesuai dengan rencana kegiatan dan ketentusn
perundang-undangan yang berlaku.

Sumber Daya Manusia adalah potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk
mewnjudkan peranannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang
mampu mengelola dinnya sendini serta seluruh potensi yang terkandung di dalamnya.
Sumber daya Manusia pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung meliputi Pejabat
Struktural, Pejabat Fungsional, Staf, dan Honorer yang terdin dari:

a) Pejabat Struktoral -

=  Pejabat Eselon | - 1 orang
= Pejabat Eselon II . 5 orang {Sekretaris dan 4 Inspektur wilayah)
= Pejabat Esslon I11 ' 4 orang
= Pejabat Eselon IV . 15 orang
b) Pejabat Fungsional
=  Hakim Tinggi : 43 grang
* Hakim Yustisial : 19 orang
= Auditor : 21 orang
* Auditor Kepegawaian : B orang
* Pustakawan : 1 Orang
* Analiz Kepegawaian 1 prang
* Pranata Kompuler - 2 orang
* Arsiparis : 1 Orang
c) Staf : 30 orang
d) Henorer : 16 orang

Pada talm 2019, jumlah sumber daya manusia pada Badan Pengawasan Mahkamah
Agung RI berjumlah 167 (seratus enam puluh tujuh) orang, yang terdiri dari Pejabat
Fungzional, Pejabat Struktural, staf dan Honorer, kondisi sumber daya manusia pada Badan
Pengawasan Mahkamah Agung dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1. Pejabat Struktural
Pejabat Struktural pada Badan Pengawasan terdiri dari Pejabat Eselon I, Eselon I,
Eselon I dan Eselon [V. Adapun untuk pengelompokan Pejabat Struktural ini
___*
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berdasarkan pangkat/golongan, pendidikan, usia dan kelamin dapat dilihat pada tabel
3.1.1, 1abel 3.1.2, tabel 3.1.3 dan tabel 3.1.4.

Tabel 3.1.1 Data Pejabat Struktural berdasarkan Pangkat/Golongan

NO PANGEKAT/GOLONGAN JUMLAH PROSENTASE 1

1. Pembina Utama (IV/e) 4 16 %
2 Pembina Utama Madya (I1V/d) 1 4 %

= Pembina Utama Muda (TV/c) 1 4 %

4. Pembina Tk 1 (TV/b) 3 12 %
5, Fﬁzman; {TV/a) B 32 %
6. I;'-mata'ﬂ-: I {TI/d)y 4 16 %
7 Penata (1l1/c) 5 16 %

Grafik 3.1.1 Data Pejabat Strukitural berdasarkan Pangkat/Golongan

Golongan

Wid

Tabel 3.1.2 Thata Pejabat Strukitural berdasarkan Peodidikan

NO PENDIDIKAN JUMLAH PROSENTASE
1. 53 1 4%
2, 52 | 20 80 %
B S1 4 16 %

e
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Grafik 3.1.2 Data Pejabat Strukural berdasarkan Pendidilan
PENDIDIKAN

i 5-3
|52
w51

Tabel 3.1.3 Data Pejabat Sooktural pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RT

berdasarkan Usia
NO USIA JUMLAH PROSENTASE
| 3 30-39 5 20%
p 40 - 49 4 16 %
x 50 - 59 14 56 %
4, 60 — 6% 2 8%

Grafik 3.1.3 Data Pejabat Struktural pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung
RI berdasarkan Usia

&

Tabel 3.1.4 Data Pejabat Struktural pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

Usia

berdasarkan Jeais Kelamin
NO JENIS KELAMIN | JUMLAH PROSENTASE
1 Pria 16 B %
2. Wamta 9 36 %

T ————
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Grafik 3.1.4 Duta Pejabat Struktural berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin
W Pria EWanita

1.2. Pejabat Fungsional
Sumber Daya Manusia Pejabat Fungsional pada Badan Pengawasan Mahkamah
Apung RI berjumlah 91 (Sembilan pulub satu) orang terdin dari Hakim Tinggi
Pengawas, Hakim Yustisial, Acditor, Auditor Kepesawaian, Pustakawan, Analis

Kepegawaian, Pranata Komputer dan Arsiparis,

Adapun  pangkat’golongan,

pendidikan, usia dan jenis kelmmin tenaga teknis tersebut dapat dikelompokkan
sebagal berikut ;
Tabel 3.2.1 Data Hakim Tinggi Pengawas berdasarkan Pangkat/Golongan

NO PANGEAT/GOLONGAN JUMLAH FPROSENTASE
1, Pembina Utama {WI;:J 33 77 %
2. Pembina Utama Madya (IV/d) 7 16 %
3. Pembina Utama Muda (I1V/c) i 7%

Grafik 3.2.1 Data Hakim Tinggi Pengawas berdasarkan Pangkat/Golongan

[

Gu!;:.'r_ngan

Tabel 3.1.2 Data Hakim Tinggi Pengawas berdasarkan Pendidikan

NO PENDIDIKAN JUMLAH PROSENTASE
L 53 - 12 %

.4 52 28 63 %

3. 51 10 23%

R e ———
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Grafik 3.2.2 Data Hakim Tinggi Pengawas berdasarkan Pendidikan

PENDIDIKAN '|

53 |
2
451

Tabel 3.2.3 Data Hakim Tinggi Pengawas berdasarkan Usia

NO USIA JUMLAH PROSENTASE
1, 50— 59 12 28%
2. 60 - 69 3 72%

Grafik 3.2.3 Data Hakim Tinggi Pengawas berdasarkan Usia

s Usia

Tabel 3.2.4 Data Hakim Tinggi Pengawas berdasarkan Jenis Kelamin

NO JENIS KELAMIN JUMLAH PROSENTASE
1. Pria 33 43 %
2. Wanita 5 12 %

Grafik 3.2.4 Data Hakim Tinggi Pengawas berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin
IFI'II_ El 'Wanita

e e o
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1.3. Hakim Yustisial
Tabel 3.3.1 Data Hakim Yustisial berdasarkan Pangkat/Golongan

NO PANGEKAT/GOLONGAN JUMLAH PROSENTASE i
1. Pembina Utama Muda (IV/d) | 5%
2, Pembina (I'V/a) 13 69 9%
L - Penata Tk. 1 {III/d} 5 26%

Golongan

Tabel 3.3.2 Data Hakim Yuostisial berdasarkan Pendidikan

NO PENDIDIKAN JUMLAH PROSENTASE
1. 53 3 16 %
2 52 13 &8 %
. 51 3 16 % ]
Grafik 3.3.2 Data Hakim Yustisial berdasarkan Pendidikan
PENDIDIKAN
16% . B 5-
3
B
2
Tabel 3.3.3 Data Hakim Yustisial berdasarkan Usia.
NO USIA JUMLAH ['R_{-]_SEHTASE
- 30 -39 fi 32 %
2 4049 12 63 %
3, =39 1 5 Ve

e )
Page 18

LAPDRAN TAHUNAN BADAN PENGAWASAN MA - RI TAHUN 2019



Grafik 3.3.3 Data Hakim Yustisial berdasarkan Usia.

=

s Usia

Tabel 3.3.4 Data Hakim Yustisial berdasarkan Jenis Kelamin

NO JENIS KELAMIN JUMLAH PROSENTASE
1. Pria 14 T4 %
2. Wanita 5 26 %

Grafik 3.3.4 Data Halum Yustisial berdasarksn Jenis Kelamin

Jenis Kelamin
| Pris B 'Wanita

1.4. Auditor
Tabel 3.4.1 Data Auditor berdasarkan Pangkat'Golongan.
NO PANGKAT/GOLONGAN JUMLAH PROSENTASE
1, Pembina {1V/a) | 3 %
2. Penata Tk I (1Il/d) 4] 28 %
3. Penata (Tll'c) & 20 %
4, Penata Muda Tk 1 (TIILD) L 3E %

e O ]
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Grafik 3.4.1 Data Auditor berdasarkan Panghkat/Golongan.

Gnlungan

———

]

Tabel 3.4.2 Data Auditor berdasarkan Pendidikan

NO PENDIDIKAN JUMLAH PROSENTASE
1. 52 12 57 %
2, 81 9 43 %

Grafik 3.4.2 ]hta A:ul.]mr berdﬂlrlmn Pendidilan

PENDIDII{AH

i 52

m51

Tabel 3.4.3 Data Audifor berdasarkan Usia

NO USIA JUMLAH PROSENTASE
1. L ) PEE LY 3 14 %
5 30 -39 13 62 %
;3 40 - 49 5 24 %,
Grafik 3.4.3 Data Avditor berdasarkan Usia
s Usia |

1 H_

o e -

LAPORAN TAHUNAN BADAN PENGAWASAN MA - RI TAHUN 2019

Page 20



Tabel 3.4.4 Data Auditor berdasarkan Jenis Kelamin

NO JENIS KELAMIN JUMLAH PROSENTASE
L. Pria 19 90 %
-~ Wamita . 10 %

Grafik 3.4.4 Data Auditor berdasarkan Jenis Kelamin

T e

Jenis Kelamin
= Fria El'Wanlta

P i

1.5. Auditor Kepegawaian

Tahel 3.5.1 Data Aoditor Kepepawaian berdasarkan Panskat'Golongan

NO | PANGKAT/GOLONGAN | JUMLAH PROSENTASE
L Pembina (TV/b) 1 12%
3. Penata Tk I (LIL/d) 1 _ 12 %
3, Penata (TIT/c) 5 63 %
4. Penata Muda Tk I (I11/b) 1 13 %

Grafik 3.5.1 Data Auditor Kepegawaian berdasarkan Pangkat/'Golongan

Enin;g_an
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Tabel 3.5.2 Data Auditor Kepegowaian berdasarian Pendidikan

NO PENDIDIKAN JUMLAH FROSENTASE
L. 52 2 25%
2. 51 & 75 %

Grafik 3.5.2 Data Auditor Kepegawaian berdasarkan Pendidikan

PENDIDIKAN

i 52

m51

Tabel 3.5.3 Data Auditor Kepegawaian berdasarkan Usia

NOD USIA JUMLAH PROSENTASE
1. 30 -39 4 50 %
2 40 45 3 37 %
& 50 -39 | 13 %

Grafik 3.5.3 Data Auditor Kepepawaian berdasarkan Usia

o  usia
(P,

Tabel 3.5.4 Data Auditor Kepegawaian berdasarkan Jenis Kelamin

NO JENIS KELAMIN JUMLAH PROSENTASE
L. Pria 5 62 %
2. Wanita 3 38 %

_—_——————ee———————_—,,——e—,——_—_—_—— e
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Grafik 3.5.4 Data Auditor Kepegawaian berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin
[ ] F‘rilFLIWinh:

1.6. Pustakawan
Tabel 3.6.1 Data Pustakawan Pangkat/Golongan

NO PANGEKAT/GOLONGAN JUMLAH PROSENTASE

—

1. Pembina {TVia) 1 100 %

Tabel 3.6.2 Data Postakawan Pendidikan

NO PENDIDIKAN JUMLAH PROSENTASE

1, 52 1 10 %4

Tabel 3.6.3 Data Pustakawan berdasarkan Usia

NO USIA JUMLAH FROSENTASE

1. 50 — 59 1 100 %

Tabel 3.6.4 Data Pustakawan berdasarkan Jenis Kelamin

NO JENIS KELAMIN JUMLAH PROSENTASE

}. Wanita 1 1%

1.7. PranataKomputer
Tabel 3.7.1 Data Pranata Komputer berdasarkan Panghat/'Golongan

NO PANGRAT/GOLONGAN JUMLAH PROSENTASE

1. Penata (IIl'c) 1 50 %

2, Penata Muda Tk.I {IIL'b} 1 30 %o

m
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Grafik 3.7.1 Data Pranata Komputer berdasarkan Pangkat/Golongan

Golongan

Tabel 3.7.1 Data Pranata Komputer berdasarkan Pendidikan

NO PENDIDIKAN

—_—

JUMLAH

PROSENTASE

1 51
l

2

100 %

Grafik 3.7.2 Data Pranata Komputer berdasarkan Pendidikan

PENDIDIKAN

i 5-2

Tabel 3.7.3 Data Pranata Komputer berdasarkan Usia

NO USIA JUMLAH PROSENTASE
L. 30 -39 1 S0 %
2. 40 -49 1 50 %

Grafik 3.7.3 Data Pranata Komputer berdasarkan Usia

O

Tabel 3.7.4 Data Pranata Komputer berdasarkan Jenis Kelamin

NO JENIS KELAMIN JUMLAH PROSENTASE
L Pria 2 100%
= Wanita 1] 0 %o
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Grafik 3.7.4 Data Pranata Komputer berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin
i Pria O'Wanita

1.8. Analiz Kepegawaian
Tabel 3.8.1 Data Analis Kepegawaian berdasarkan Pangkat/Golongan

NO PANGERAT/GOLONGAN JUMLAH FROSENTASE

1 Penata (IIl'c) 1 100 %4

Tabel 3.8.2 Datz Analis Kepegawaian berdasarkan Pendidikan

NO FPENDIDIKAN JUMLAH PROSENTASE

| SLTA 1 100 %

Tabel 3.3.3 Data Analis Kepegawaian Kepegawaian berdasarkan Usia

NO LIETEY JUMLAH PROSENTASE

1. 50 - 59 1 1040 %

Tabel 3.5.4 Data Analis Kepegawaian berdasarkan Jenis Kelamin

|

. NO [ JENIS KELAMIN JUMLAH FROSENTASE
1, Pria 0 0%
2, Wanita 1 104 %

1.9. Analis Arsiparis
Tahel 3.9.1 Data Arsiparis berdasarkan Pangkat/Golongan

NO PANGEAT/GOLONGAN JUMLAH PROSENTASE

1, Penata Muda T I (1IIb) 1 100 %

e ey
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Tabel 3.9.2 Data Arsiparis berdasarkan Pendidikan

NO PENDIDIKAN JUMLAH PROSENTASE
L 5-2 1 104 %%
Tabel 3.9.3 Data Arsiparis Kepegawaian berdasarkan Usia
NOD USIA JUMLAH FIIDS_EHI'ASE
1. 30 -39 1 100 %
Tabel 3.9.4 Data Arsiparis berdasarkan Jenis Kelamin
NO JENIS KELAMIN JUMLAH FROSENTASE
1. Pria 1 100%
' 2 Wanita Lt 0 %
1.10. Staf
Tabel 3.10.1 Data Staf berdasarkan Pangkat/Golongan
NO PANGEAT/GOLONGAN JUMLAH | PROSENTASE
1, Penata Tk I (11I/d) 1 3%
2. Penata (111/c) 13 44 %
3. Penata Muda Tk.1 (TIL) 9 30 %
4. Penata Muda (111/a) 4 13 %
- Pengatur Tk 1 (1L'd) 2 7%
6. Pengatur (T1ic) 1 3%

Grafik 3.10.1 Data Staf berdasarkan Panghat/Golongan

Golongan

= ===

LAPORAN TAHUNAN BADAN PENGAWASAN MA - RI TAHUN 2019

Page 26




Tabel 3.10.2 Data Staf berdasarkan Pendidikan

LAPORAN TAHUNAN BADAN PENCAWASAN MA - RI TAHUN 2019

NO FENDIDIKAN JUMILAH PROSENTASE
L. 52 8 27%
i 81 17 57%
3. [ BE 1 3%
4, SLTA 4 13 %
Grafik 3.10.2 Data Staf berdasarkan Pendidikan
PENDIDIKAN
I 5-2
S
Tabel 3.10.3 Data Staf berdasarkan Usia
NO USIA JUMLAH PROSENTASE
L. 20-29 b 17%
2. 3D -39 16 53%
1 40— 49 7 23 %
4, 50 - 59 2 7%
Grafik 3.10.3 Data Staf berdasarkan sia
Usia
Tabel 3.10.4 Data Staf berdasarkan Jenis Kelamin
NO JENIS KELAMIN JUMLAH PROSENTASE
1. Pria 18 &0 2%
2, Wanita 12 40 %
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Grafik 3.10.4 Data Staf berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin

B Pria

1.11 Honorer
Tabel 3.11.1 Data Honorer herdasarkan Jenis Kelamin

NO JENIS KELAMIN JUMLAH FROSENTASE
1 Pria 14 87 %%
2 Wanita 2z 13 %

Grafik 3.11.1 Data Hooorer berdasarkan Jenis Kelamin

| Jenis Kelamin
| B Pria Cl'Wanita

2. PEGAWAI YANG LULUS PASCA SARJANASSIT PADA TAHUN 2019
SEBANYAK 7(TUJUH) ORANG.
Tabel 3.11 Data Pepawai vang Lulus Pasca Sarjana/S2

P

NO NAMA PENDIDIKAN | KETERANGAN |
. | Dr. Drs. H. Sumasno,3.H, Doktor (D) |  Disetujui BEN
M Hum
Mochtar Luthfi, 3 H, M H Magister Hukurm Disetujn BEN
Dwi Era Wahyuni, S.Psi., M.M. Magister Disetujui BEN
Managemen
4. | Sahreza Harahap, SE., SH, Ak | SarjanaHukum Disctujui BKN
dan Akuntansi
5. | Edi Gustiawan, 5.0, MM Maggister Disetujui BKN
Managemen
6. | Abu Samah, SE, Ak, MM, Magister Disetujui BKN
Managemen =
7. | Nawangsih Ayu Hartami, S Psi | Magister Hukum Disetujui BEN

—_
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3. PROMOSI DAN MUTASI HAKIM TINGGI PENGAWAS PADA BADAN
PENGAWASAN MARI
Tabel 3.12 Data Promosi dan Mutasi Hakim Tinggi Pengawas
NCh NAMA ASAL DARI MUTASI KE
. | Ammmal Umam, SH MH | Hakim Utama Pembina Utama Madya/Hakim
Madya/Hakim Utama Muda Pengadilan Tinggi
Utama Muoda Jakarta dipekerjakan untok tugas
Pengadilan Tinggi | Peradilan (Yustisial) pada Badan
Banjarmasin Pengawasan MARI -
2. | Jupriyadi, SH M Hum Hakim Utama | Pembina Utama  MadyaHakim
Madya/Hakim Utama Muda Pengadilan Tinggi
Utama Muda | Jakarta dipekerjakan untuk tugas
Pengadilan Tingm | Peradilan (Yustisial) pada Badan
_ Palembang Pengawasan MARI
3. | Joseph Fransen Ebenson Hakim Utama Pembina Utama Madya/Hakim
Fma, SH MH Madya/Hakim Utama Muda Pengadilan Tinggi
Utama Muda Jakarta dipekerjakan untuk tugas
Pengadilan Tinggi | Peradilan { Yustisial) pada Badan
o Samarinda Pengawasan MARI
4. | H Sutiyono, SH, MH Hakim Utama | Pembina  Thama  Madya/Hakim
Madya/Hakim Utama Meda Pengadilan Tinggi
Utama Muda | Jakarta dipekerjakan untuk tugas
Pengadilan Tinggi | Peradilan (Yustisial) pada Badan
Pekanbaru Pengawasan MARI
5. |Suradi, SH., 5805, | Waki Ketua | Pembina Utama Muda/Hakim Utama
MH Pengadilan Negeri | Muda Pengadilan Tinggi Jambi

Hakim

dipekerjakan unmtuk tugas Peradilan

TindakPidanaKora | (Yustisial) pada Badan Pengawasan

psiMataram MARI
6. | Moor Edi Yono, SH., | Pembma Utama | Pembina Tlama Madya/Hakim
MU Madva/Haldm Utama Muda Pengadilan Tinggi

Badan Pengawasan
MARI

11. | Agus Subroto, SH., M,

I

Utama Muda | Mataram dipekerjakan untuk tugas
Pengadilan Tingg | Peradilan (Yustizial) pada Badan
Mataram Pengawasan MARI
7. | Sugiyanto, S H Pembina  Utama | Pembina Utama Madya/Hakim
Madya/Hakim Utama Muda Pengadilan Tingpi
Utama Muda | Tanjung karang dipekerjakan untuk
Ketua Pengadilan | tugas Peradilan (Yustisial) pada
Negeri Jakara | Badan Pengawasan MARI
Barat
B. |H Ujang Abdullah, | Hakim Tingei | Hakim  Tinggi pada  Badan
SH MSi Pengadilan Tingm | Penpawazan MARI
e Tata [Jsaha Negara
Mtdm 2 e e
9. | Dr. H. Mustamar, 5.H., | Hakim Tinggi | Hakim  Tinggi pada  Badan
MH Pengadilan Tinggl | Pengawasan MAR|
Tata Usaha Negara
Makasar
10. | Drs. Sudirman S., SH | Hakim Tingg Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Pengawas pada Agama Ternate

Kepala Pusat

Hakim Tinggi pada  Badan |
|

_
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Hum Pendidikan dan Pengawasan MARI
Pelatihan Teknis
Paradilan
Mahkamah Agung
RI
4. PROMOSI DAN MUTASI JABATAN SEKRETARIS PADA BADAN
PENGAWASAN MARI
Tabel 3.13 Data Promosi dan Mutasi Jabatan Sekretaris
NO. NAMA ' ASAL DARI MUTASI KE
1. |Drs Erwmn Widsnarko, SH, | Sekretans pada Badan | Sekretaris pada
SAP MPd Penpawasan MART Pengadilan Tinggi
o Apama DEI
2. | Drs. H Andi Kurmiswan, MM Sekretaris pada Direktorat | Sekretaris pada Badan
Jendral Badan Peradilan | Pengawasan MARI
Apama Mahkamah Agung
RI

PENGAWASAN MARI

5. PROMOSI DAN MUTASI JABATAN HAKIM YUSTISIAL PADA BADAN

Tabel 3.14 Data Promosi dan Mutasi Jabatan Hakim Yestisial

NO. NAMA

JABATAN LAMA

JABATAN BARU

1. | Beyvard, SH.MH

Penata Tk, Hakim

Penata Tk I/'Hakim Pratama

Pratama Utama pada | Utama  dipekerjakan  umtuk

PN, Cianjur tugas  Peradilan  (Yustisial)
MARI  diperbantukan pada
Badan Pengawasan MARI

Dr. Supandriyo, S.H.,

Penata Tk, I/Hakim

Penata Tk I/Hakim Pratama

MH Pratama Utama pada | Utama dipekerjakan untuk
PN. Magelang tugas Peradilan (Yustisial)
MARI  diperbantukan  pada

Badan Pengawasan MARI
3. | Rosana Kesuma | Pembina/Hakim Pembina/Hakim Madya
: . | Mad Pratama dipekerjakan umtuk
Hidayah, SH,MSi | p bl o coditn | tugss Bt (Yustisial)
Negeri Depok MARI  diperbantukan pada

| Badan Pengawasan MARI
4. | Dr. Firdaus Syafaat, | Penata Tk I/Hakim | Penata Tk [/Hakim Pratama
SH.SE MH Pratama Utama pada | Utama dipe?cﬂ:jakan ulm.lk
T e PH. Stabat tugas Peradilan  (Yustisial)
MARI diperbantukan pada

Badan Pengawasan MARI

Andi Muhammad
Yusuf Bakry, S. Hi.,
M.H

Hakim Yustisial pada
Badan  Pengawasan
MARI

Hakim Pratama Utama/Hakim
Yustisial pada Mahkamah
Agung R

- Bl TAHUN 2019

I A S
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6. |Dr. Sultan, S.Ag,|Hakim Yustisial pada | Kasubdit  mutasi  Hakim
SH . MH Badan Pengawasan | Dircktorat  Binganis  Badan
i MARI Peradilan Agama
6. PROMOSI DAN MUTASI FUNGSIONAL TUMUM PADA BADAN
PENGAWASAN MARI
Tabel 3.15 Data Promosi dan Mutasi Fungsional Umum
NO, NAMA ASAL DARI MUTASI KE
3 Sersan Mayor Fahri Fungsional Umum pada Fungs!unaﬁlmum pada
Soleh Direktorat Jenderal Badan | Badan Pengawasan MAR]
Peradilan Militer dan Tata
Usaha Negara MARI

7. PROMOSI FUNGSIONAL UMUM MENJADI FUNGSIONAL TERTENTT PADA
BADAN PENGAWASAN MARI
Tabel 3.16 Data Promosi Fungsional Umum menjadi Fungsional Tertento

NO. NAMA JABATAN LAMA JABATAN BARU
1. | Sri Misgianti, S.E,, Fungsional Umum pada Pustakawan  Madvapada
MH Sekretarial Badan Badan Pengawasan MARI
Pengawasan MARI
2. | Yugus Dwi Prasetyo, | Fungsional Umum pada Anpditor Muda pada Badan
SE Kasubag Inspektur Wilayah | Pengawasan MARI
IV Badan Pengawasan
MARI
3. | Regky Ashan, $Psi Fungsional Umum pada Auditor Pertama  pada
Sekretariat Badan Badan Pengawasan MARI
- Pengawasan MART
4. | Syarifullah Nur, Fungsional Umum pada Auditor  Pertama pada
S.Kom Sekretariat Badan Badan Pengawasan MARI
- Pengawasan MARI
3. | Bram Bud Nurcahyo, | Fungsional Umum pada ArsiparisPertamapada
SE,Ak MH Sekretariat Badan Badan Pengawasan MARI
| Pengawasan MARI
6. | Muhammad Huzaifah, | Fungsional Umum pada pade | Pranata Komputer Pertama
| 3. Kom. Sekretariat Badan pada Badan Pengawasan
Pengawasan MARI MARI
7. | Sahreza Harahap, SE., | Fungsional Umum pada pade | Anditor Pertama pada
SH, Ak, CP.A Sckretariat Badan Badan Pengawasan MARI
Pengawasan MARI
8. | Dwi Febr Yandi, SE., | Fungsional Umum pada pada | Auditor Pertama pada
M.S. Ak, Sckretariat Badan Badan Pengawasan MARI]
Pengawasan MARI
9. | Sanda Fajelius Fungsional Umum pada pada | Auditor Pertama pada
Hasibuan, 8H Sekretanat Badan Badan Pengawasan MARI
Pengawasan MARI
10. | Davis Rozano Fungsional Umum pada pada | Auditor Pertama pada
Besthari, 5.5i Sekretariat Badan Badan Pengawasan MARI
Pengawasan MARI
11. | Sunyanto, SH Fungsional Umum pada pada | Aunditor Pertama pada

e ——
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Sekretariat Badan Badan Pengawasan MARI
Pengawasan MARI
12. | Yuan Cynthia Boru Fungsional Umum pada pada | Aunditor Pertama pada
Simanjuntak, S.P. Sekretariat Badan Badan Pengawasan MARI
Pengawasan MAR]

8. KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU TAHUN 2019
Tabel 3.17 Data Kenaikan Jabatan Fungsional Tertentu

N NAMA JABATAN LAMA JABATAN BARU
. Muse La Haji, S.H.I | Auditor Kepegawaian | Auditor Kepegawaian
Pertama pada Badan | Muda pada Badan
[ - Pengawasan MARIT Pengawasan MARI
2. Sutrisno, 5 H.I Auditor Kepegawaian | Auditor Kepegawaian
Pertama pada Badan | Muda pada Badan
| Pengawasan MARI | Pengawasan MARI
3. Faizal Amir, 3. H Auditor Kepegawaian | Auditor Kepegawaian
Pertama pada Badan | Muda pada Badan
Pengawasan MARI . Pengawasan MARI
4, | Nur Susana Tifa, SE | Auditor Kepegawaian | Auditor Kepegawaian
Pertama pada Badan | Muda pada Badan
Pengawasan MARI Pengawasan MARIT
5 Zullvan Sugiantoro, | Pranata Komputer Pertama | Pranata Komputer Muda
5T pada Badan Pengawasan | pada Badan Pengawasan
. MARI MARI ]
6. | Muhammad Anis, Auditor Muda pada Badan | Auditor Madya pada Badan
SE., Ak, C.A.. Penpgawasan MARI Pengawasan MAR
| MLAK.
9. MUTASI KEPANGKATAN HAKIM TINGGI PENGAWAS PADA BADAN

PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI, TAHUN 2019 SEBAGAI BERIKUT :
Tabel 3.18 Data Mutasi Kepangkatan Hakim Tinggl Pengawas

NO NAMA PANGKAT| T.MT |PANGEAT/| T.M.T
/GOL. - GOL.

. |H Dwiarso  Budi IVid 01-04-2015 TVie 01-04-2019
Santiarto, 8. H., M. Hum :

2. |Benar Sihombing, SH., TVid 01-04-2015 Vie 01-04-2019
M. Hum
Hj. Suryawati, S H., M.H Vid 01-04-2015 TVie 01-04-2019

4. |Lindi Kusumaningtyas, |  [Vid 01-04-2015 TVie 01-04-201%
SH,MH )

5 |Dr. Dre. H Sumesno, TVid 01-04-2015 [Vie 01-04-2019
S.H., M Hum -

6. |H. Ujang Abdullah, SH, Ivid 01-04-2015 Ve 01-04-2019
ML Si

7. | Rudi Widodo, 3 H, MH TVid 01-10-2015 TV/e 01-10-201%

8. 'H Achmad Zainullah, IVid 01-10-2015 Ve 01-10-2019
S.H.,MH

LS e e ——
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10. MUTASI KEPANGEKATAN HAKIM YUSTISIAL PADA BADAN PENGAWASAN
MAHKAMAH AGUNG RI, TAHUN 2019 SEBAGAI BERIKUT :
Tabel 3.19 Data Mutasi Kepanghkatan Hakim Yustisial Pengawas

No Nama Pangkat' | T.M.T | Pangkat/ T.M.T
Gol . Gl
I [Muh Trfan Husaeni, S.Ag,| I/ |0104-2015 | IVia 01-04-2019
i i
2. Il;.{uﬁ;.ng].emri. SH,MEn | 1@ |01043015 | 1va | 01-04.2019
3. | Mario Parakes, SH., MH Mid | 01-04-2015 1Via 01-04-2019
4, | Harika Nova Yeri, S.H,MH | [Iid | 01-04-2015 TVia {1-04-2019
5. | Anisah Shofiawati, 5 1 VA | 01-042015 | Vi | 01042019
6. | Bayuardi, S H, M.H Il/d {rl-{u-zﬂwi TVia ' 01-04-2019
7. | Muhamad Syauqic, STH.,| IMd |[01-04-2015| IVia | 01-04-2019
M.H J
8. | Drs. H. EkoNurahmat, M H IVic | 01-10-2015 vid | 01-10-2019
9, | Andi Maderumpu, S.H,MH | 1id | 01-10-2015 IVia | 01-10-2019
11. MUTASI KEPANGKATAN PEJABAT STRUKTURAL, FUNGSIONAL

TERTENTU DAN FUNGSIONAL UMUM PADA BADAN PENGAWASAN
MAHEKAMAH AGUNG RI, TAHUN 2019 SEBAGAI BERIKUT :

Tabel 3.20 Data Mutasi Kepanghatan Pejabat Struktural, Fungsional Tertentu Dan
Fungsional Unum

No Nama Pangkat/ T.M.T Pangk T.MT
Gol at/
Gol
|. | Mariana Erka Puteri, SH,| 1lle | 01— 04—2015 | 1i/d | 01 —04—2015
2, "P';:'duljuf, SE., Ak_CA, MA Miic |01-04-2017 | LA | 01— 04 - 2019
3. | Lety Puspitosari, SE, Ak,| 0Hlie |0l1-10-2016 | 1i/d | 01—04 - 2010
A M
4, | Sahreza Harahap, SE., SH,| Mifa |01-03-2015 | LG | 0l — 04— 2019
Ak,CPA |
5. | Sanda Fajelius Hasibuan, SH | IVa | 01-03-2015 | Il/b | 01-04-2019
6. | Davis Rozano Besthari, S.5i Mfa | 01-03-2015 | LD | 01— 04— 2019
7. | Suriyanto, SH M/a |01-03-2015 | /b | 01 - 04 - 2019
& |Yuam  Cynthia Boru| Ila | 01-03-2015 | T | 01-04-2019
Simanjuntak, §.P
9. |Betty Kurmianingtyss, S.| Ilic | 01-04-2014 | [Ld | 01-04 - 2019
Kom
10. | Faizal Amir, SH Nb | 01-04—2013 | Ml/c | 01-04—2019
11, | Suinisno, SHI b | 01-04—2015 | Wi | 01— 042019

=== e e
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12_ | Nur Susana Tifa, S.E i [01-04-2015 | Ilic | O1—_04—_2019

13. | Zullvan Sugiantoro, S.T b |01-04-2015| e | 01 —04-2019

14. | Vima Prasamia Nugraha, SE | 1I'b | 01-04-2015 | Ilc | 01-04—2019 |

15. | Amarilldo Rizkia, S Psi O | 01-04-2015 | Wlic | 01 —04—2019

16. | Rachma Kurniati, S.Psi i | 01 -04-2015 | NLe | 01— 04— 2010 |

17. | Devi Pradifta Army, S.H b | 01-04—2015 | Ol | 01 -04-2019

18. | Arief Purwoko, S Kom e | 01—03-2015 | IIb | 01 —04—2019

19. | Tagor Bagus Suprobo, SH [l'a 01-03-2015 | b | O1-04-2019

20. | Nawangsih Ayu Hartami, lfa 01-03-2015 | b | ©O1 -04-2019
9.Psi, MH

21, | Rizky Setyo Pambudi, 5.| Il | 01-03-2015 | LIlb | 01 —04—2019
Kom

22, |Dewi Putn  Noviandar,| 0La | 01-03-2015 | lIUb | 01— 04— 2019

| 3. Kom

23. | Mawardi, SH e | 01—04_2017 | Li/a | 01— 04— 2019

4. | Agustaja Tiyusandy, AMd, | Ie | 01-03—2015 | Id | O1-04-2019
Kom

25. | Mulyanto, SH., MH Md  [01—10—2015 | IV/a | 01— 10-2019

26, | Ferm Taufik Fardiansyah, Id 01-10-2017 | INV/a | 01-10-2019
SE., Ak, C.A., M.Ak

27 | Rezky Azhari, 5.Psi Mfa |01-03—-2015 | [ | 01— 10-2019

2% | Syarifullah M. Nur, 5. Kom Na | 01-03-2015 | 1% | O1-10-2019 |

12. DATA HAKIM TINGGI PENGAWASAN YANG MENDAPATKAN KENAIKAN

GAJI BERKALA PADA TAHUN 2019, SEBAGAL BERIKUT :

Tabel 3.21 Dot Hakim Tinggi Pengawasan Yang Mendapathan Kenaikan Gajl Berkala

Pada Tabuan 2019
NO NAMA MASA KERJA T.M.T
I. | H Ujang Abdullah, SH., M.Si 30 Tahun 01 -03 - 2019
2. | Surya Perdamaian, SH 32 Tahun 01-12-2019

_— e ———————ee e
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13. DATA HAKIM YUSTISIAL YANG MENDAPATKAN KENAIKAN GAJI
BERKALA PADA TAHUN 2019, SEBAGAI BERIKUT :
Tabel 3.22 Data Hakim Yustsial Yang Mendapatkan Kenaiken Gaji Berkala Pada Tabun

019
NO NAMA MASA KERJA T.M.T
1. | H. Sunoto, M.Kn 16 Tahun 01-12-2019
2. | Harosman Boris Ivan, S H 16 Tahun 01-12-2019
(3. | Dr. H. Suprandriyo, SH., M H 16 Tahun 01-12-2019 |
4. | Andi Maderumpu, SH,, M.H 16 Tahun 01— 12-2019
5. | Abdul Affandi, S.H 16 Tahun 01—12-2019

14. DATA PEJABAT STRUKTURAL, FUNGSIONAL TERTENTU DAN
FUNGSIONAL UMUM PADA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG
RI YANG MENDAPATKAN KENATKAN GAJI BERKALA PADA TAHUN 2019,
SEBAGAI BERIKUT :

Tabel 3.23 Data Pejabat Struktural, Fungsional Tertentu Dan Fungsional Umum yang
Mendapatkan Kenaikan Gaji Berkala

NO NAMA MASA KERJA T.M.T
1. | Amarildo Rizkia, S. Psi 08 tahun 01-01-2019
2, | Mursiti, SE (18 tahun : (01-01-2019
3. | Vima Prasamia Nugraha, S.E. 08tahun | 01-01-2019
4, | Devi Pradifia Amy, 8.H 08 tahun ! 01-01-2015
5. | Rachma Kurniati, 5. Psi 08 tahun 01-01-2015
6. | Muhammad Huzaifah, S, Kom 0% tahun (1-01-2019
7. | Nur Susana Tifa, S.E (1% tahun 01-01-2015
8. | Zullvan Sugiantoro, 8T, 018 tahun 01-01-2019
9 | IGNL Sidemen Putra, S.E 14 tahun 01-02-2019
10. | Sri Kamala Dewi, S.H., M.H 78 tahun D1-03-2019
11. | Dra. Any DyahWijayanti 28 tahun 01-03-2019
12, | Yefni Delfitn, S.H., MH. 28 tahun 01-03-2019

e ———
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13. | Lucky Permana, SH., MH 28 whun 01-03-2019
14, | Marti St Sugiarti, 8.E. 08 tahun 01032019
15. | Agustaja Tivusandy, Amd Kom l 04 tahun 01-03-2019
16. | Arief Purwoko, 5 Kom 04 tahun 01-03-2019
17. | Dewi Putri Noviandari, $ Kom 04 thun (H-03-2019
18 | Rizky SetyoPambudi, 5. Kom 04 tahun 01-03-2019
19. | Nawangsih Ayu Hartami, S.Psi 04tahun 01-03-2019
20. | Syarifullah M Mur, S.Kom 04 tahun (1-03-2019

21. | Rezky Ashari, 5.Psi 04 tahun 01-03-2019
22. | Tagor Bapus Suprobo, S.H 04 tahun 01-03-2019
23| Sanda Fajelius Hasibuan, S.H 04 tahun 01-03-2019
34, | Davis Rozano Besthari, 8 51 04 tahun 01-03-2019
25, | Dwi Yandi Febri, S.E., . 5H {4 tahun DL-03-2019
26. | Riswan, S.Kom (4 tahun 01-03-2019
27, | Ridwan AR, 5. Komp 04 tahun 01-03-2019

Yuan Cynthia Boru Simanjuntak, !
28, = 04 tahun 01-03-2019

15 HAKIM TINGGI PENGAWAS DAN PEJABAT STRUKTURAL PADA BADAN
PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI, YANG MEMASUKI PURNABAKTLE
PENSIUN PADA TAHUN 2019 SEBAGAT BERIKUT :

Tabel 3.24 Data Hakim Tinggi Pengawas Dan Pejabat Struktural, yang Memasuki

Purnabakti’ Pensiun
NO NAMA CJABATAN TMT PENSIUN
1. | Drs. H. Abmad Yunus, | Hakim Tingei Pengawas 01-02-2019
S.H,MH pada Badan Pengawasan
MARI -
2. | Margone, S.H. Hakim Tinggi Pengawas
pada Badan Pengawasan 01-08-2019
MARI
3. | Khudhon Azis, S.H, | Hakim Tinggi Penpgawas
M.Hum pada Badan Pengawasan 01-10-2019
MARI

e e e e
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16, HAKIM TINGGI PENGAWAS PADA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH
AGUNG Rl, YANG TUTUP USIA PADA TAHUN 2019 DAN MASIH AKTIF
DALAM MENJALANKAN TUGAS KEDINASAN YAITU :

Tabel 3.24 Data Hakim Tinggi Pengawnas, yang tutup usia dan masih akif dalam
menjalankan tugas kedinasan

NO I NAMA JABATAN WAFAT
1. | 8ri Mulyani Yustina, SH | Hakim Tingpi Pengawas 09-06-2019
‘ pada Badan Pengawasan
. _ MARI

17. FUNGSIONAL UMUM PADA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG
Rl, YANG BERHENTI DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL YAITU :
Tabel 3.25 Data Fungsional T'mum yang berhenti dari Pegawai Negeri Sipil

| NO NAMA JABATAN WAFAT
1. | Murmsiti, 8B Fungsjunai Umum pada 01082019 |
Badan Pengawasan MARI !

18. PENGHARGAAN SATYA LANCANA 30 TAHUN, 20 TAHUN DAN 10 TAHUN
YANG DIPEROLEH OLEH HAKIM TINGGI PENGAWAS, HAKIM YUSTISIAL,
PEJABAT STRUKTURAL, AUDITOR, AUDITOR KEPEGAWAIAN DAN
FUNGSIONAL UMUM PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWASAN
MAHKAMAH AGUNG RI, TAHUN 2019 ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

Tabel 3.26 Data Penghargaan Satya Lancana 30 Tahun, 20 Tahun dan 10 Tahun

SATYA
NO ‘! Nhﬂﬁ JA_BATAH LANCANA
y H. Dwiarso Budi Santiarto, Inspektur Wilayah IV pada P
SH., M. Hum Badan Pengawasan MART
2, ! ﬁm- H. Ruslan Abd. Gani, M | Hakim Tinggi Pengawas P'ida 30 Tahun
| Badan Pengawasan MARI 2
3. | Dirs. H. Husen Riady, SH., MH | Hakim Tinggi Pengawas pada | 30 Tahyn
Badan Pengawasan MARI
4. | H. Djumain, SH., M.Hum Hakim Tinggi Pengawas pada | 30 Tahyn
Badan Pengawasan MARI
5. | Aswan Nurcahyo, SH,, MH Halom Tinggi Pengawas pada | 39 Tahun
—_—r Badan Pengnwasan MARI
6. | Surya Perdamaian, SH Hakim Tinggi Pengawas pada | 30 Tahun
. Badan Pengawasan MAR]
| Kepala Sub Bapgian
7. | R Lucky Permana, SH., MH | ketatalaksanaan pada 30 Tahun
e Sekretariat Badan
Penpawasan MARI
2 Kepala Bagian Organisasi
" | Dra. Any Dyah Wijayanti dan Tatz Laksana pada 20 Tahun
Sekretariat Badan
Pengawasan MARI |
9 Dra, Yekti Handavani, SH., Kepala Sub Bagian Tata ', 20 Tahun

*
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M.5i

Usaha Tnspektur Wilayah [11
pada Sekretariat Badan
Pengawasan MARI

10.

Wiwi Ismiyati, SH., MH

Kepala Sub Bagian Tata
Lisaha Inspektur Wilavah I1
pada Sekretariat Badan
Pengawasan MARI

20 Tahun

I,

Mulyanto, SH., MH

Kepaia Sub Bagian
Perberhentian dan Pensiun
pada Sekretariat Badan
Pengawasan MARI

20 Tahun

12,

Sri Widayanti, S., MH

Kepala Sub Bagian Mutasi
pada Sekretaniat Badan
Pengawasan MARI

20 Takun

13,

Dra. 5iti Zainab,, MM

Auditor Kepegawaian Madya
pada Badan Pengawasan

MARI

14,

Radityo Baskoro, SH., MXn

______

20 Tahun

Penpawasan MARI

10 Tahun

15.

Widyatinsri Kuncoro yakti,
SH., MH

Hakim Yustisial pada Badan
Pengawasan MART

10 Tahun

16,

Muhammad Adzkiya, SE.,
M.Acc, CA

Kepala Sub Bagian
Perencanaan Program dan

Penyusunan Anggaran pada
Sekretariat Badan

| Pengawasan MARI

10 Tahun

17,

Mochtar Luthfi, SH., MH

Kepala Sub Bagian Tata
Usaha Inspektur Wilayah I'V
pada Sckretariat Badan
Pengawasan MARI

10 Tahun

s

18

Zelfikn Okfiva Lubis, ST

Kepala Sub Bagian Anggaran

dan Pembendaharaan pada
Sekretariat Badan
Fengavazm MAR]

1%

Lety Puspitosari, SE,, Ak,
MM

10 Tahun

Auditor Muda pada Badan
Pengawasan MARI

20.

Yugus Dwi Prasetyo, SE

10 Tahun

Auditor Muda pada Badan
Pengawasan MARI

10 Tahun

21.

Hendra Basry, SE,, M.Ak

Auditor Muda pada Badan
Pengawasan MARI

10 Tahun

22,

Hendra Famadani, 5. Kom.,
MM

Auditor Muda pada Badan
Pengawasan MARI

10 Tahun

23,

Faizal Amir, SH

Auditor Kepepawaian Muda
pada Badan Penpawasan
MARI

10 Tahun

24,

D Wlan Indriani, 5, Psi

Fungsional Umum pada
Sckretariat Badan
Penpawasan MARI

10 Tahun

25,

Sutikne, 5. Kom

Fungsional Umum pada
Sekretariat Badan
Pengawasan MARI

1} Tahun

26.

Jhon Richo, S.Psi., MM

Fungsional Umum pada
Sekretariat Badan

10 Tahun

I e e e o
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Pengawasan MARI
Fungsional Umum pada
Sekretaniat Badan
Pengawasan MARI
Fungsional Umum pada
Sekretariat Badan
Pengawasan MARI

Dwi Era Wahyuni, 5. Psi,. MM

27 1) Tahun

2B | Marti S0 Sugiarti, SE 10 Tehun

19, SDM PEJABAT/HAKIM TINGGI PENGAWAS, HAKIM YUSTISIAL,
AUDITOR, AUDITOR KEPEGAWAIAN, PUSTAKAWAN, ANALIS
KEPEGAWAIAN, PRANATA KOMPUTER, ARSIPARIS, PEJABAT
STURKTURAL SERTA FUNGSIONAL UMUM YANG MENGIKUTI DIKLAT,

BIMTEK DAN SOSIALISASI ANTARA LAIN SEBAGAI BERIKUT:
Tabel 5.27 Data Diklat, Bimtek dan Sosialisasi

NO | NAMABIMTEK | JUMLAH | PENYELENGGARA TUJUAN
PESERTA
1 | Pelatihan dan 20 orang | EU-UNDP SUSTAIN | Peningkatan
Bimtek Aplikasi Eompetensi
SIWAS VERSIZ.0 SDM
DAN E-Monitoring
Reguler
2 | Sosialisasi Kendali 130 orang | Badan Pengawasan Peningkatan
Mutu dan Telagh MARI Kompetensi
Sejawat SDM
| 3 | Sosialisasi Evaluasi | 120 orang | Badan Pengawasan | Peningkatan
SKP MARI Kompetensi
SDi
4 | Sosialisasi E- 168 orang | Badan Pengawasan Peninglcatan
LHEPM MARI Kompetensi
S0
5 | Sosialisasi SIWAS 121 orang | Badan Pengawasan | Peninghaten
Versi 3 MARI Kompetensi
SDM
6 | Sosialisasi Review Zoreng | Kementrian Keuangan | Peningkatan
Angka Dasar Pagu RI Kompetensi
Indikatif 2020 SDM
7 | Diklat Bendahara 2omng | Badan Lithang Diklat | Peningkatan
Penerimaan Hukum dan Peradilan | Kompetensi
MARI SDM
8 | Diklat Manajemen 2orang | Badan Litbang Diklat | Peningkatan

*
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ASN (Aparatur Sipil Hukum dan Peradilan | Kompetens:
Negara) MARI SDM
9 | Diklat Perencanaan jorang | Badan Lithang Diklat | Peninglatan
: dan Penganggaran Hukum dan Peradilan | Kompetensi
i MARI] sSDM
10 | Diklat Keprotokolan | 2orang | Badan Lithang Diklat | Pemingkatan
|! Tingkat Manajerial Hukum dan Peradilan | Kompetensi
- MARI SDM
11 | Diklat Penjejangan 2orang | BPKP Peningkatan
| Auditor Madya Kompetensi
| secarn E-Learning sDM

12 | Diklat Substantif 30 Orang | Litbang Diklat Hukum | Pemingkatan

Manajemen Resiko dan Peradilan MAR] | Kompetensi
SDM

I3 | Sosialisasi Pokok - Zorang | Kementrian Keuangan | Peningkatan
Pokok Tata Cara RI Kompetensi
Revisi Anggaran TA SDM
2019

14 | Diklat Pengadaan 4 Orang | Litbang Diklat Hukum | Peningkatan
Barang dan Jasa dan Peradilan MARI | Kompetensi

SDM
|15 | Pelatihan Audit 2 Orang | BPKP Peningkatan
Forensik dan Kompetansi
Sertifikasi Certified SDM
Forensic Auditor
(CFrA)

16 | Diklat Keprotokolan 1 Orang | Litbang Diklat Hukum | Peningkatan
Tingkat Manajerial dan Peradilan MARI | Kompetensi
Tahun 2019 S

17 | Sosialisasi Sistem 20mang | KPK Peningkatan
Pelaporan Triwulan Kompetensi
Aksi PK Tahun SDM
2019-2020

18 | Sosialisasi Aplikasi | 2Omng | Sekretaris MARI Peningkatan
e-kinerja Kompetensi

SDM
19 | Bimbingan Teknis 6 Orang | Badan Urusan Peningkatan

_——--—-—-———— e e
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untuk para Administrasi MARI EKompetensi
Counterpart Sistem sSDM
Pengendalian Intern

Pemerintzh (SPIF)

20 | Diklatpim Tingkat 2 Orang | Lithang Diklat Hukum | Peninplkatan
IV Angkatan VIII dan Peradilan Kompetensi
dan IX Mahkamah Apung R1 | SDM

21 | Pembinaan Teknis 3 Orang | Badan Urusan Peninglkatan
tata Cara Administrasi MART Kompetensi
perberhentian dan SDM
PERSION PEEAWA
Mahkamah Agung
RI

22 | Bimtek Teknis 40rang |EKPK Peningkatan
Aplikasi Pelaporan Eompetensi
Gratifikasi Online SDM
dan Shanng Session

23 | Pelatihan Penilaian 2 Omang | Litbang Diklat Kumdil | Peningkatan
Pengendalian Intern MARI Kompetensi
Atas Laporan SDM
Keuangan (PIPK)

24 | Diklat Fungsional 1 Orang | Arsip Nasional Peningkatan
Pengangkatan Kompetensi
Arsipans Katagori SDM
Keahlian Anglatan
IIT Tahun 2019

25 | Pengembangan 153 Orang | Badan Pengawasan Peningleatan
Sumber Daya mMARI Kompetensi
Marsia (SDM) SDM
Aparatur Badan
Pengawasan MARI

26 | Sosialisasi Peraturan | 35 Orang | Badan Pengawasan | Peningkatan
Cuti, Standar MARI Kompetens
Komptens: & SIKEP SDM
Versi 3.0

27 | Dnklat Penjenjangan | Orang | BPKP Peningkatan
Auditor Madya Kompetensi

SDM

I e e L e
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28 [ Pelatihan Mobile 7COrang | Badan Pengawasan | Peningkatan
Programing MAR] Kompetensi
SDM
29 | Bimtek Manajemen | 1Orang | BUA MAR[ Peningkatan
Arsip Inaktif’ dan Kompetensi
Pengelolean Pusat SDM
Arsip (Record
Center)
30 | Pelatiban Machine 6 Orang | Badan Pengawasan Peninglkatan
Learning MAR] Kompetensi
sDM

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana
Pengelolaan sarana dan prasarana (BMN) Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
pada tahun 2019 dikelompokkan :

# 1830 umt peralatan dan mesin Ep. 12.719.654.176
# 2290 buah aset tetap lainnya Bp. 535403.685
# 12 unit aset tak berwujud Rp. 3.254 333180
Total pengelolaan sarana dan prasarana Rp. 16.509.391.041

Grafik 3.11 Prosentase Sarana dan Prasarana Badan Pengawasan

—

| Paralatan dan Masin
u Aset Tetap Lainmm
& Aset Tak Barwujud

3
|
|
1
|

Pengelolaan sarana dan prasarana dititikberatkan pada -
a) Perolehan Sarana dan Prasarana

Barang Milik Nepara adalah semus barang yang dibeli atau diperoleh atas beban
APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi - barang vang diperoleh dari
hibah/sumbangan atau yang sejems, barang vang diperoleh sebagai pelaksanaan
perjanjian‘kontrak, barang vang diperolch berdasarkan ketentuan undang-undang atan
harang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap.

—————
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Pada tahun 2019, Badan Pengawasan memperoleh BMN melalui pembelian dengan
DIFA tahun 2019

1) Pembelian
Perolehan Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari pembelian dengan
anggaran DIPA tahun anggaran 2019 adalah 90 Unit dengan Total Rp 424,433,300
(empat ratus dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah)
dengan perincian sebagai berikut

Tabel 3.28 Perolehan Barang Milik Negara

No | Uraian Volume Nilai

1. | Rak Besi 1 1.198.000
2. | Filling cabinet besi 42 102,043,200
3. | Alat penghancur Kertas 1 13.230.000
4. | Mesin Absensi 1 2,058,000
3. | Meja Resepsionis 1 80.025 500
fi. | Handy Cam 1 30.650.000
7. | Alat rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1 2.842.000
8§ [P.CUnit 1 0225000
S | Lap Top 7 50,642,000
10, | Personal Komputer Lainnya l 17.639.600
11. | Printer (peralatan personal komputer) 28 61.380.000
12, | Scanner (peralatan personal kamputer) 5 53.500,000

TOTAL - 424,433,300

2} Hibah.

Perolchan Barang Milik Negara (BMN) pada Badan Pengawssan Mahkamah Agung
RI yang berasal dari Hibah Masuk pada tahun 2019 berupa pengembangan aplikasi
SIWAS (Sistem Informasi Pengawasan) yang telah disetujui untuk dilakukakan
pencatatan pendapatan Hibah dari KPPN adalah sebesar Rp 629,749.215 (enam ratus
duapuluh sembilan juta wjuh retus empat pulus sembilan ribu dua ratus lima belas
rupiah) dengan Persetujuan Pencatatan dari KPPN Nomeor 2019175663136001 tanggal
03 Desember 2019

b) Pemeliharaan

Sarana dan prasarana pada Badan Pengawasan Mahkamah Apung RI. Sebagian besar
hasil Transfer Masuk dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung R1 maunpun dari
DIPA Badan Pengawasan sendiri. Badan Pengawasan memiliki 1926 buah peralatan dan
mesin yang membutubkan perawatan dan pemeliharaan sehingga mampu menunjang
tugas fungst kentor.

Badan Pengawasan memiliki 15 buah peralatan dan mesin yang membutuhkan
perawatan dan pemeliharaan sehingga mampu menunjang tugas fungsi kantor.

h
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1} Pemeliharaan Inventans Kantor
Pemeliharaan dan perawatan telah dilakukan terhadap P. C Umit, Printer, Laptop dan
Mesin Penghancur kertas.

2} Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Pemelibaraan dan perawatan kendaraan dinas peda Badan Pengawasan tahun
2019, telah dilakukan pada 4 unit station wagon, Dimana kendaraan dinas tersebut
melekat ke jabatan masing-masing pejabat eselon 3.

Perawatan dan pemeliharaan yang sudah dilaksanakan terhadap kendarsan dinas
tersebut antara lain : Perpanjangan STNE, Pengisian BBM, Pengpantian sparepart,
Service AC, Pergantian oli mesin, Servise berkala, spooring & Balancing dan
Pergantian ban,

3} Pemeliharaan Kendaraan Operasional

Untuk menunjang operasional perkantoran, disediakan 6 unit station wagon, 1 unit
Micro Bus dan 4 unit sepeda motor.

Perawatan dan pemeliharaan yang sudah dilaksanakan terhadap kendarsan dinas
tersebut antara lain : Perpanjangan STNK, Pengisian BBM, Penggantian sparcpart,
Servise AC, Pergantian oli mesin, Servise berkala, spooring & Balancing dan
Pergantian ban.

¢) Barang Rusak Berat
Sampai dengan 31 Desember 2019, tercatat ada 46 Buah Barang Milik Negara
{(BMN} yang rusak berat dan sedang divsulkan penghapusannya, antara lain 2 buah mesin
absensi, 17 buah unit power supply (UFS), 3 buah Handy Talky (HT), 1 buah P.C Unit, 5
buah laptop, dan 18 buah printer,

i} Barang Persediaan
Saldo persediaan pada Badan Pengawasan per 31 Desember 2019 sebesar

Rpl08.628.917 (serarus delapan jula enom ratus dua puluh delapan ribu Sembilan rarus

fufek belas rupiah,), jumlah tersebut terdin dari:

o saldo awal per 1 Januan 2019 sebesar Rp265.932.132 fdua ratur enam puluh lima futa
sembilan ratus tga pulul dua ribe seratus tiga puluh dua rupiah)

= total pembelian persediaan selama Tahun 2019 sebesar Rpd66.837 560 empat rafus
enam puluh enam futa delapan ratus tiga puluh twiuh ribu lima ratus enam puluh
rupialy

e total distribusi sebesar Rp647 328 848 femam ratus empear pufull turuh juta tisa rafus
chua puluh delapan ribu delagpn ratus empat puluh delapan rupiakh,)

I e ——
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Berdasarkan data diatas, Posisi Barang Milik Negara (BMN) peda Badan
Pengawasan Mahkamah Agung RI T.A 2019 dapat terlihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 3.13 Pengelola Sirmn dan l'ru:nmt Ehnmg Milik Hegﬂn
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C. Pengelolaan Kenangan
Pada Tahun Angparan 2019 Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mengelola 1 (satu) DIPA Nomor : 8P DIPA-005.07.1.663136/2019 Tanggal § Desember
2018 dengan jumlsh PAGU (REVISI KE-2 tanggal 09 Juli 2019) sebesar Rp.
33,650.412.000 - terdiri dari:
1. BELANJA PEGAWAI
Pengelolaan belanja pegawai tabun anggaran 2019 yartu:

_————e————e—— e — e e e — —_ —_———
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a. Pagu : Rp. 5.598.113.000,-
{lima milyar lima ratus Sembilan puduh delapan juta seratus tign

belas ribu rupiak)
b. Realisasi : Rp. 5.570.807.371,= (99,5 1%)
(lima milyar lima ratus tujuh puluh juta delapan ratus tuful ribu
tiga Fatus tujuh puluh sate rupialy)
. Sisa : Rp. 27.305.629,- (0,49%:)
(dua prluh tujuh juta figa ratus lima ribu enom ratus dua puluh
Sembilan rupiahy
Grafik 3.14 Belanja Pegawai Tahun 2019
a-:un.ﬂn.uﬁ.n -| _E.SBE_.IH.U'DU' . .5._'-;8&?-3?1
| 5.000.000.000 |
4.000,000.000 |
3.000.000.000 - |
2000000000 -
L.O000.000.000
273055298
ﬂ o T i
Reallsasi Sisa

2. BELANJA BARANG

Pengelolaan belanja barang tahun anggaran 2019 yaitw

a. Pagu : Rp. 27.625.513.000,-
{duer prduk tujh milyar enam ratus dua puluh lima juta lima rates figa
belay ribu Rupiak)

b. Realisasi : Rp. 27.599.051.911,-
{dua puluh tujuh milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta lima
puluh satu ribu sembilan ratus sebelas Rupiah)

€. Sisa : Rp. 26.461,089,- (0,006%)
(dua puluh cnam juta empat ratus enam puluh satu ribu delapan puluh
sembilan Rupiah)

R R ————
LAPORAN TAHUNAN BADAN PENGAWASAN MA - RT TAHUN 2019 Page 51



Grafik 3.15 Belanja Barang Tahun 2019

30.000.000.000 5 77,625.513.000 Z7.395.051.5911

25 000,000,000 4
20.000.000.000
15,000.000,000
10, 000,000,000
5,000,000.000 -
{ p—— ———
Pagu

26.461.089 1
g Realisasi Sisa i
3. BELANJA MODAL

Pengelolaan belanja modal tahun anggaran 2015 yaitu:

a. Pagu : Rp. 426.786.000,-
fempal ratus dug puluh enam juta tufuh rotus delapan puluh
enam rifu rupiah)

b. Realisasi : Rp. 424.433 300,- (99,44%)
fempat ratus dua pulull empal juta empat raius figa puluh tiga
ribu tiga ratus rupiah)

. Sisa : Rp. 2.352.700,- {0,56%)

{dun juta tiga ratus kima pulh due eibe fujeh ratus rupiak)

Grafik 3.16 Belanja Modal Tabhun 2019

" as0000000 | A26.786.000 T e
| 400.000.000

350.000.000 -
300.000.000 -
250.000.000 4
200,000.000
150,000,000 -
100,000,000

S0.000.000 -

S

£.352.700

Pagu Realisas| Sis
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Tabel 3.29 Data Per Output & Satuan Belanja TA 2019
Sesuai DIPA Nomor : 8P DIPA-005.07.1.663136/2019 Tanggal 5 Desember 2018

Pagu Revisi

Realisasi

Sisa

[nspektur Wilayah |

10771

| Pemneriksaan Audit
'_K_‘gmsus

1.666, 704,000

1.666.452,526

251.474

Pelaksanaan Audit
Internal

1.76% 742,000

1.760.738.742

3258

LHF Tindak Lanjut
Hasil Penpawasan

B60.639 000

B60.637.600

1.400

Penyusunan
Kebijakan dan
SOP Pengawasan
Internal

15.950.000

15.950.000

Inspektor Wilayah 11

1078

Pemeriksann Audit
K husus

1.825.285.000

1.825.282.182

2618

Internal

Pelaksanaan Audit [ 1.927.181.000

1.927.177.957

3.043

Reviu Perencanaan

39,330.000

39.350.000

LHP Tindak Lanjut
Hasil Pengawasan

861.789.000

BO1.787.8350

1.150

Penyusunan

| Kebijakan dan

| SOP Pengawasan
| Internal

11,550.000

11.550.000

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

(1079)

Penyusunan

Rencana Program

241.116.000

241,077,742

38.258

Pengelolaan
Keuanpan

150534600

150.316.507

25493

Pengelolasn
Perbendaharaan

428264 000

428,260,823 |

3177

Pengelolaan
Eepegawaian

1.628.063.000

1.624.027.077

4.035923

Pelayanan Umum
dan Perlengkapan

391.989.000

391.967.630

21.350

Pelayanan
Organisagi, Tata
Laksana, dan
Reformasi
Birokrasi

639.384.000

639.298.000

86,000

Pelaksanaan
Pemantauan dan
Ewaluasi

4,729 896 000

4.729.732.736

163.264

Pengadaan Alat
Pengolah Data dan
Eomunikasi

149.636.000

148.76%.000

867 00O

Pengadaan
Peralatan dan
Fasihtas
Perkantoran

277.150.000

275.664.300

1. 485,700

(7aji dan
Tunjangan

5.958.113.000

5.370.807.371

27,305,629

Ciperasional dan
Pemeliharaan
Kantor

2.742.354.000

2.721:523.359

20.330.641
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ﬁmm Audit | 5 400.472.000 | 1.400.350.700 81.300
LI5US

Pelaksanaan Audit

Trubernal 1.978.945.000 ( 1.978.797.276 147.724
LHP Tindak Lanjut
Hasil Penpawasan
Penyusunan
Kebijakan dan

S0P Pengawasan
Internal
Pemenksaan Audit
Ehusus
Pelaksanaan Audit |
Internal

LHP Tindak Lanjut
Hasil Pengawasan
Fenyusunan
Kebijakan dan
SOP Pengawasan
Internal

547.455.000 547.454.175 825

13,100,000 13.100.000 0

Inspektur Wilayah Il
(5258)

1.247.380.000 | 1.247.368.650 11330

1.353.793.000 | 1.353.044.000 748600

1.044. 716000 | 1.044.715.759 241

10.050.000 10.050.000 0

Inspeltur Wilayah IV
(5259)

# Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung RI dengan
alokas: anggaran sebesar Rp. 33.650.412.000 digunakan untuk kegjiatan -
- Pembayaran gaji dan tunjangan vang melckat pada gaji sebesar Rp 5.598.113.000
- Belanja operasional (pemeliharaan dan kebutuhan pokok perkantoran) sebesar Rp
2.742.354.000
- Belanja barang non operasional (biayva perjalanan dinas, pembinaan, findaklanjut
pengaduan dan Reviu REAKL) sebesar Rp 24 883.159.000
- Belanja modal (pengadaan alat pengolah data, fasilitas perkantoran, sarana prasarana
kerja) sebesar Rp 426 786.000

# Perkembangan Alokasi Anggaran Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
Dalam rangksa perkembangan penanganan pengaduan setiap tahunnya, maka diperlukan
perkembangan personel Badan Pengawasan. Sehingga diperlukan perkembangan alokasi
anggaran setiap tahunnva, berikut perkembangan alokasi anggaran dalam kurun waktu 3
tahun terakhir :

Tabel 3.30 Perkembangan Alokazi Angparan Badan Pengawasan

Mahkamah Apung RI
: Tahun Anggaran APBN
Mo Uit
2017 2018 2019

I | Badan Pengawasan 31.400,000,000 | 33944916000 | 33.650.412.000

—
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D. Regulasi Tahun 2019
Badan Penpawasan sebagai APIP (aparat pengawasan intemn pemerintab) mempunyai
kewenangan serta berkewajiban memberikan kepastian (assurance) dan  konsultasi

{consulting) yang bersifat independen, obyektif dan profesional, agar memenuhi lamlitas dan

kemampuan  pelayvanan publik di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di

bawahnya vang berdampak pada kepercayaan masyarakat

Sejalan dengan hal tersebut di atas sepanjang tahun 2019 Badan Pengawasan felah
melakukan beberapa kegiatan antara lain -

1. Kematan Assurance meliputt Pemenksaan Kmene dan Integntas, Pemenksaan Reguler,
Pemeriksaan Kasus, Reviu Laporan Kewangan, Reviu RKAKL, Evaluasi Laporan
Fanerja Instansi Pemerintah {LEjIF) dan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Eksternal.

2. Kegiatan Consulting meliputi ! Rapat Koordinasi Hakim Pengawas Bidang, Rapat
Koordinasi Penanganan Pengaduan, Convudfing dalam rangka Pemngkatan Pengawasan
dan Quality Assurarce

Dalam mngka lebih mengoptimalkan kinerja Mahkamah Agung dan Badan Peradilan

Dibawahnya, Badan Pengawasan pada tahun 2019 telah melaksanakan kegiatan antara lain:

1. Inspeksi Mendadak (SIDAK)

Dalam menjaga eksistensi tertib administrasi dan kedisiplinan, maka pada tahun

2019 telah dilakukan kegmatan inspeks: mendadak vang meliputi: Pengadilan Tata Usaha
Negara Palembang, Pengadilan Agama Kodus, Pengadilan Tinggi Banten, Pengadilan
Tingp Agama Yopyakarta, Pengadilan Tinggl Agama Banten , Pengadilan Militer I-
04 Palembang, Pengadilan Tinggi Semarang, Pengadilan Meger Mungkid, Pengadilan
Tinggi Agama Semarang, Pengadilan Megeri Martapura, Pengadilan Tata Usaha Megara
Yogyakarta, Pengadilan Apama Martapura, Pengadilan Apgama Bopor, Pengadilan Tingg
Mataram, Pengadilan WNegeri Blitar, Pengadilan Tinggi Apama Mataram, Pengadilan
Agama Blitar, Pengadilan Tinggi Palu, Pengadilan Neperi Malang, Pengadilan Tingpi
Agama Palu, Pengadilan Agama Malang, Pengadilan Megen Balikpapan, Pengadilan
Neperi Cilacap, Pengadilan Agama Balikpapan, Pengadilan Tingg Bamjarmasin,
Pengadilan Militer I-07 Palembang, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin ,
Pengadilan Tinggi Bengkulu, Penpadilan Nepen Kendal, Pengadilan Tinpggi Apama
Bengkulu, Pengadilan Agama Kendal, Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Apgama
Ambarawa, Pengadilan Agama Serang, Pengadilan Wegeri Ungaran, Pengadilan Tata
Usaha MNegara Serang, Pengadilan Negen Kepanjen, Pengadilan Nepen Rangkasbitmg,
Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Pengadilan Agama Raskasbitung, dan Pengadilan
Neger Kudus.

2. Pemeriksaan Kinerja dan Integritas

Badan Pengawasan Mahkamah Apunp sebapgm penpgawas Intemal pada tahun

2019 telah melakukan Pemerikasan Kinerja dan Integritas yang berorientasi pada

e e
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pengelolaan keuangan Negara, pengelolaan Pencrimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
pada 97 Satker,

Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja dan Integritas Pada Pengadilan Tinghkat
Pertama Di Lingkungan Peradilan Umum untuk wilayah LILIILIV berjumlah 59
sather. Di Lingkungan Peradilan Agama untuk wilayah LILIILIV berjumiah 27 satker.
D1 Lingkungan Peradilan TUN untuk wilayah LILIILIV berjumlah 6 satker dan di
Lingkungan Peradilan Militer untuk wilayah LILIILIV berjumlah 5 satker,

3. Audit Penpadaan Barang dan Jasa

Pelaksansan audit Pengadaan Barang dan Jasa merupakan upava untuk menjaga
akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa, menguji dan mengetahui sejauhmana kepatuhan
terhadap peraturan/ketentuan yang mengatur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa,
sehingga prinsip ekonomis, efisien efektf dan transparan dalam penpadaan barang dan
jasa dapat dicapai

Tehun 201% Badan Pengawasan telah melaksanakan Audit Pengadaan Barang
dan Jasa Pada Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan Peradilan Umum untuk
wilayah LILILIY berjumlah 3 satker dan Di Lingkungan Peradilan Agama untuk
wilayah LILIILIV berjumlah | satker

e
LAFORAN TAHUNAN BADAN PENGAWASAN MA - RI TAHUN 2019 Page 56



A, Program Pembaharuan

BAB IV
PENGAWASAN

1. Penyempurnaan Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan (STWAS) MARIT Versi 3.0

Secara keseluruhan para pengguna telah mengimplementasikan dan

merasakan manfaat positif’ dengan adanva aplikasi SIWAS Versi 3.0, Guna

meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam proses penvelesaian penanganan

pengaduan perlu adanya perhatian khusus dalam pengembangan, perbaikan
dan penambahan filur pada aplikasi SIWAS Versi 3.0, yang ditindaklanjuti
dengan melakukan evaluasi untuk perbaikan dan penyempurnaan fitur antara lain;

Tabel 4.1 Penyempurnaan Aplikasi Siwas

Versi sebelumnya hanya
terdapat fitar input data
Elanilitas Pargzdon uen + hasil klarifikas: dun saat
imccacy i telah ditambahkan
R fitur d:]:g.am klarifikasi
melalw aplikas SIWAS
Integras EREITTE Penambahan fitur lacak
sistem dengan pengaduan untuk petugas
aplikas: | = | meja pengaduan Badan
persuratan - - o= Pengawasan. Data yang
- e disajikan adlah hasil
i — mtegrng sistem antera
i = aplikasi SIWAS dan
- aplikas Persuratan Badan
Fitur Laporan L & s Menampalkan jumlah
tindaklanjut it penigaduan yang telah
pengaduan S i drtindaklan jut
pada akun hn'l:[asarkan_;mﬁ
Inspektur e i e tindaklanjut Lagoran
Wilayah TR ol oa—— ditampilkan dalam bentuk
‘tabular dan grafik. '
1:?55 Terlapor Dipgunakan ketika
it dparat i R terlapor yang diadukan
Mahkamah - i bukan aparat
Agung dan AR Mahkamah Agung dan
Parﬂ mndﬂan: di PRSP Badan Peradilan di
s r.":' ‘ Bawahnya.
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ﬁmr auta save ki Fitur auio save dijalankan
pada teluah, e et e mapﬁmunt]}m
permeriksaan TG otomatis Tersl mpan.
dm LHP g :
Penambahan TAMBAH DATA PENGADUAN
Jems sumber
pen_g:&dj.m =
dan media s
massa'medsos K-
Fitur gahung
pengaduan
pada Irwil |
TU Irwil
e ik h pengaduan dan
P T e i bl i merminimalisiy duplikas
e Pﬂgﬂﬂm
Firur Linggah Digunaken untuk
dokumen pads | mengunggah dokumen
jawab surat . | jawaban melalui surat
S kepada pelapor.
Wriee o B e T 1
T ST I
R e L e 0 B By Lk 18]
[t oo croewem e
=
Fitur Unggah | [ | Tgunakan perugas Taia
dokumen e el — s Usaha Umum Badan
jawaban i i Fﬁﬂgkwm-ﬂ urnituk
Klarifikasi dart T ki mggﬁ dokumen J&Wﬂbm
dan dolumen kenfirmas: dan kiarifikasi
manual. Bt yang dikirmkan ke
‘Badan Penpgawasan
—
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Perubahan & o - 0 Data disayiken dalam 3
foshboard i
o P i Ry . Data Jumlsh
: o
mega E H ! H e pengeduan pada tahun
pengaduan dan | — — = O berjalan
Trwil o - . - :_ 2 Date  penanganan
& 1523 e
= - berdasarkan  tahun
n B - B =] i B g
o - . . yang di pilih
i - 3. Motifikasi penugasan
- YT - E m

1. Penerapan Pilot Profect Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) IS0 37001
Pada tahun 2019 Badan Pengawasan MARI telah menetapkan 7 (tujub)
Pengaditan  Neperi  sebagai  pilor  project  untuk  mencanangkan  dan
mengimplementasikan Sistemn Manajemen  Anti Penyuapan {(SMAP)
dengan standar intermasional SNI IS0 37001 : 2016 sebagai upaya
pencegahan  suap dan  korupsi, vyang  penyelenggarsanmya dibiayval  oleh
USAID  Cegah. Sistem ini  dirancang bagi pengadilan untuk menaati
peraturan perundang-undangan, dengan kemampuan mencegah
(prevenr), mendeteksi (derecr), dan menangani (respomd) tindak  pidana
suap berdasarkan ©& (enam) primsip yaitu prosedur yang proporsional,
komitmen pimpinan, manajemen rnistko, ui  kelayakan (dwe  diligence),
komunikasi yang  efektif, serta  monitoring dan reviewlevaluasi
Penerapan  keemam  prinsip  tersebut  dilakukan dalam  sebuah  proses
yang disebut PDCA vaitu Plan, Do, Check, dan Act,

Tahapan pensrapan SMNI ISO 37001 pada pengadilan vang menjadi
piloting beropa: (1) Persiapan vang meliputi fraining dan gap amalysir, (2)
Pengembangan  Sistem  yang  meliputi  pengembaogan  kebijakan  dan
pengembangan  dokumentasi; (3) Implementasi  yeng  melipui  sosialisasi
dan implementasi sistem; (4) Review Sisten vang meliputi  sudit  internal,
tinjauan manajemen, dan persiapan  sertifikasi; dan  (5) Sertifikesi  yang
melipeti  pemilihan  lembaga  sertifikasi,  pelaksanman  audit,  perbaikan
hasil audit, dan keputusan sertifikasi Sectiap pengadilan negen pileting
telah melakukan bribery assessment tethadep titik-tittkk rawan suap serta
membuat  program  kega  vmtuk | mengawasi  tittk-titk  rawan  suap
tersebut.

Penilaian didasarkan pada 43 klausul yang menjadi  kriteria SMAP
pada  lembaga peradilan. Hasiloya, pengadilan negeri yang menjadi  pilor
project berhasil merath sertifikat SNI IS0 37001 : 2016 Sistem Manajemen Anti

Penyuapan (SMAP), Ketujuh pengadilan negeri vang merath sertifikat SNI1 130 37001 -

2016 tersebut adalah sebapai berikut:

e e ]
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1) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Kelas T A Khuosuos)
2) Pengadilan Negeri Makassar (Kelas LA Khusus).

3) Pengadilan Megeni Yopyakarts (Kelas LAY,

4) Pengadilan Negeri Denpasar (Kelas 1.A),

5) Pengadilan Negeri Padang (Kclas LA).

&) Pengadilan Negeri Ternate (Kelas LB).

7} Pengadilan Negeri Pangkal Pinang (Kelas LB).

Pada  tanggal 30 Desember 2019 [Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Apgung telah menyerahkan sertifikasi SNI ISO 37001 : 2016 Sistem
Manajemen  Anti  Penyuapanan kepada 7 {twjuh} pengadilan  Negeri
tersebut.  Ketua  Mahkamah Agung menyampaikan penghargaan  kepada
7 (fujuh) pengadilan negeri yang meraih sertifikat SNI IS0 37001 : 2016 Sistem
Mangjemen  Anti Suap (SMAP), yang menjadi bukti lembaga peradilan
terus herbenah meraih kepercayasn publik. Badan Pengawazan
memproyeksikan  sistem  ini  akan  dikembanpgkan secara mandidi  di
pengadilan-pengadilan  lainnva  untuk  mencegah  praktek-praktek  tidak
terpuji yang dapat menurunkan wibawa lembaga peradilan.

Gambar 4.1 Penerimaan Sertifikat SNI 150 37001 : 2016 Sistem Manajemen Anti
Penyuapan (SMAP) kepada 7 (tujuh) Pengadilan Negeri

ﬁ
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B. Pengelolaan Sistem Pengawasan
1. Penanganan Pengaduan
Tahun 2019 jumlah pengaduan yang masuk ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung
sejumlagh 2.952 pengaduan, dengan rincian:

Tabel 4.2.1 Jumlah Pengaduan Tahun 2019

Pengaduan yang disampaikan langsung ke
Badan Pengawasan
Pengaduan dan mstans (stakeholder Mahkamah

Agung)
Pengaduan Aplikas: Siwas

211

Tindaklanjut atas penanganan pengaduan dapat dirinci sebagaimana dalam tabel berikout:
Tabel 4.2.2 Tindak Lanjuot Penanganan Pengaduan Tahun 2019

Masih Pruses Penyelesaian
Selesai diproses 1956
a. Diperiksa Tim Bawas 280
b_Delegasi ke Tingkat Banding 52
¢ Delepasi ke Tingkat Pertama 179
d Memorandum / Delegas) -
Tnternal
e Dijawah Surat 785
f Diarsipkan 15
1.956 2,952

Penpaduan yang ditindaklanjuti adalah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1) Pengaduan dengan identitas Pelapor yang jelas dan substansi'maten pengaduan yang
logis dan memadal, dirckomendasikan untuk segera dilakukan pemeriksaan guna
membuktikan kebenaran informasinya

2) Pengaduan dengan identitas Pelapor tidak jelas, namun substansi/materi pengaduannya
logis dan memadai, direkomendasikan untuk segera dilakukan pemenksaan guna
membuktikan kebenaran informasinya.

#) Pengaduan dengan identitas Pelapor jelas, namun substansi/materi pengaduan kurang
jelas dapat dirckomendasikan untuk dikonfirmasi atau diklarifikasi sebelum dilakuken
pemeriksasn.

e ]
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#) Pengaduan dengan permasalahan serupa dengan pengaduan yang sedang atau telah
dilakukan pemeriksaan, direkomendasikan untuk dijadikan tambahan informasi.

Pengaduan yang tidak ditindaklanjuti adalah Pengaduan dengan kriteria sebagai
berikut:

1) Pengaduan dengan identitas Pelapor tidak jelas, tidak disertai data yang memadai dan
tidak menunjang informasi vang diadukan,

2) Pengaduan dengan identitas Pelapor tidak jelas dan tidak menunjuk substansi secara
jelas, misalnya pengaduan penanganan perkara yang tidak adil (tidak foir), vang tidak
disertai dengan nama pengadilan, tempat kejadian atan nomor perkara dimaksod.

3) Pengaduan dimana Terlapor sudah tidak lagi bekerja sebapai hakim dan/atau pegawai
Aparatur Sipil Negara di pengadilan, misalnya telah pensiun, telah pindah ke instansi

lain

4) Pengaduan yang mengandung unsur tindak pidana dan telah ditangani oleh pejabat vang
berwenang.

5) Pengaduan mengenai keberatan terhadap pertimbangan yuridis dan substansi putusan
pengadilan.

6) Pengaduan mengenai pihak atau instansi lain di luar yorisdiksi pengadilan, misalnya
mengenai Advokat, Jaksa atau Polisi.

7) Pengaduan mengenai fakta atau perbuatan vang terjadi lebih dari 3 (tiga) tahun dan tidak
ada Pengaduan sebelumnya.

&) Pengaduan berkaitan dengan pelaksanaan cksekusi, oleh karena merupakan kewenangan
Retua Pengadilen Tingkat Pertama di bawah pengawasan Ketua Pengadilan Tinglkat
Banding, kecuali terdapat perilaku yang tidak profesional {umprofessional conduct),

¥) Keberatan atas penjatuban hukuman disiplin.

Terhadap Pengaduan yang tidak dapat ditindak lanjuti, diberitahukan alasannya kepada

Pelapor, dalam hal:

1) Pertimbangan yundis dan substansi putusan pengadilan, disarankan agar diajukan
melalui mekanisme upaya hukum,

2) Terlapor bukan pihak atau instansi lain di luar yurisdiksi pengadilan disarankan agar
disampaikan kepada instansi yang berwenang.

3) Pengaduan yang mengandung unsur tindak pidana dan telah ditangani oleh pejabat vang
berwenang,

2. Sidang Majelis Kehormatan Hakim

Pada tabun 2019 Mahkamah Agung bersama Komisi Yudisial, melaksanakan Sidang
Majelis Kchormatan Hakim terhadap 4 (empat) orang Hakim, sepert pada tabel berikut:

h
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Tabel 4.3 Sidang Majelis Kehormatan Hakim Tahun 2019

RMS,SH MH  [Hakimpada |Hukuman disiplin berat berupa

Pengadilan penurunan pangkat pada tingkat

Negen Lbt vang sctingkat lebih rendah

(dahulu Hakim | selams 3 (tiga) tahun

pada

Pengadilan

. Negen Mrb) s

85, 5H. MH . Sanksi berat berupa penurunan
E:::'E;'Eﬁ pangkat pada tingkat yang

Negen Stb Stftmgkﬂ’[ leb rendah selama 3

{tiga) tabun

MYE S5H MH Hakim Sanksi berat berupa

Yustisial pada | pemberhentian tetap tidak

Pengadilan dengan hormat

Tingg Tik

Letkol Chk, H M, | Sanks: berat berupa

SH,MH Kadilmid Mks | o 1 berhentian dengan hormat

Majelis Kehormatan Hakim (MKH) scbagai forum pembelaan diri bagi Hakim yang
berdasarkan hasil pomenkssan dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana
chatur dalam peraturan perundang-undangan, serta diusulkan untuk dijatubi sanksi berat
berupa pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat, Landasan hukum
penyelenggaraan MK H berdasarkan pada Pasal 11A Undang-Undang Momor 3 Tahun 2009
tentang Mahkamah Agung dan peraturan bersams Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial
Nomor 04/PEMAMR2012 dan 04/PB/P KY.092012 tentang Tata Cara Pembentukan,
Tata Kerja Dan Tata Cara Pengambilan Keputusan MKH.

Gambar 4.2 Sidang Majelis Kehormatan Hakim 2019
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3. Penjatuhan Hukuman Disiplin
Penjatuhan hukuman disiplin diberikan kepada para pihak yang terbukti terlibat atan
bertanggung jawab atas terjadinya pelanggaran, Tahun 2019 Badan Pengawasan telah
menjatuhkan hukuman disiplin terhadap 179 aparat peradilan vang dapat dilihat pada tabel
berikut;

Tabel 4.4.1 Hulinman Dizi

1 | Hakim 26 13 46 85
Halkim Ad Hoc - 1 - 1
2 | Pamtera 3 3 11 17
1 | Sekretaris - - 2 2
4 | Panitera Muda & 3 5 14
3 | Panitera Pengganti 9 5 6 20
) .! Jurusita 2 - 1 3
7 | Jurusita Pengganti 2 . 4 T
8 | Pejabat Struktural f - 3 9
0 | Staf 13 3 3 19
10 | Calon Hakim 2 1 - S

Badan Penpawasan juga mengeluarkan surat keterangan bila temyata deri hasil
pemeriksaan tidak ditemukan bukti pelanggaran seperti yang diadukan, sehingga terlapor
dipulihkan nama baik, kedudukan, herkat dan martabatnya. Jumlah terlapor yang
dipulihkan nama baik, kedudukan, harkat dan mariabatnya seperti pada tabel berikut:

Tabel 4.4.2 Data Pemulihan Nama Baik Tahun 2019

Hakim

Panitera
Sekretarnis
Panitera Muda
Panitera Pengganti

Jurusita

mmmﬂl—ma

Jurusita Fengga.n_u
Pejabat Struktural .

—_—— e e
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o | Staf 2 N
10. | Calon Hakim .
11 | Honorer 4

T TTRE -

4. Penguatan Sistem Pengawasan

4. Rapat Koordinasi Hakim Pengawas Bidang dan Rapat Koordinasi Penanganan

Pengaduan

Penguataan Sistem Pengawasan antara lain difakukan dengan Rapat Koordinasi
Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Rapat Koordinasi
Penanganan Pengaduan seria Sistem Pengawasan Aparatur Peradilan pada Seluruh
Pengadilan Tingkat Banding,

Tabel 4.5 Rapat Koordinasi Hakim Pengawas Bidang, Rapat Koordinasi Penanganan
P :

Rapat Koordinas: Hakim
Bali Walkil Ketua dan Hakim F“FE“““EEFT’:‘;'::EE:“
28 sampai dengan Pengawas Bidang 4 orang P:ngagmsan A i
30 Maret 2019 | Pengadilan Tingkat Pertama Pacatilen Selp muhmai
Pengadilan Se Wilayah Bali
Bangka Belitung | Hakim Pengawas Bidang L .
20 sampai dengan | Pengadilan Tingkat Banding | 28 orang | , KaPat Koordinas Hakim
22 Juni 2019 dan Tingkat Pertama Pengawas Bidang Sewilayah
S Bangka Belitung
Wakil Ketua Pengadilan Rapat Koordhinasi
Makassar Tingkat Banding, Wakil Pengelolaan Penanganan
P it Ketua Tingkat Pertama_ 124 Pengaduan pada Pengadilan
24 A pmm 3019 Hakim Pengawas orang Sewilayah Sulawesi Selatan
SHp S Pengadilan Tingkat Banding dan Sulawesi Barat
dan Tingkat Pertama
Wakil Ketua Pengadilan Rapat Koordinasi
Bﬂm:’nl dml Dl Tingkat Banding, Hakim Pengelolaan Penanganan
29 sampai dengan Pengawas Daerah, dan 72 orang Pengaduan
Hakim Tinggi Pengawas
31 Agustus 2019 L iy
Rapat Koordinas: Hakim
Pengawas Bidang dan
S Wakil Ketua dan Hakim Penguatan Sistem
;;:T pﬂf 20 Tgm Pengawas Bidang 60 orang Pengawasan Aparatur
i Pengadilun Tingkat Pertama Peradilan Seluruh
Pengadilan Sewilayah
Sulawesi Utara |
Batam Hakim Pengawas Rapat Koordinasi Hakim |
28 sampai dengan Bidang Tingkat 3B orang | Pengawas Bidang Sewilayah
30 November 2019 Pertama Propinsi Kepulauan Riau

__*
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Matert yang disampaikan pada Rapat Koordinasi sebagai berikut:

iz reemr: By ddem
Lgorar blyra K i Paptsgmin Negss

. AETTE T W

Gambar 4.3.1 : Materi Rapat Koordinasi

b. Consulting Dalam Rangka Peningkatan Pengawasan

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan masih dijumpai sebagian para
Hakim, Panitera, Sckretaris, vang belum optimal dalam melaksanakan tugasnya,
sehingpa untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan Hakim, Panitera, Sckretaris
dan Aparatur Peradilan dalam melaksanakan bidang pengawasan maka Badan
Pengawasan mengadakan kegiatan Consufting, dengan materi diantaranya: Gratifikasi,
LHEPN, Pemuliaan Peradilan, Penilaian Zona Integritas dan Tindak Lanjut Temuan
BPK.

Pada tahun 2019 telah dilaksanakan kegiatan Consufting dalam rangka peninglkatan
kualitas pelayanan peradilan dan Implementast Zona Integritas menuwju WBXK dan
WBBM yang dilaksanakan di Jambi pada tanggal 19 sampai dengan 21 September 2019
dengan peserta Wakil Ketua Pengadilan, Pamtera, Sekretaris, Pengadilan Tingkat
Pertama Sewilayah Jambi dengan jumlah peserta 63 orang.

¢. Penjaminan Kualitas (Quality Assurance)

Cuality Assurance (QA) adalah salah satu program Badan Pengawasan Mahkamah
Apung Rl yang pada halakatnya dimaksudken untuk memberkan kepastian, adanyva
jaminan atas kualitas penyelenggaraan tugas pokok, baik yang terkait dengan ompur
vang dihasilkan maupun yang berkaitan dengan proses vang diperlukan dan pelayanan
vang dibenkan. (J4 merupakan kegiatan yang meliputi usaha pemantauan,
mengevaluasi, dan menindaklanjuti berbagai temuan atas kinerja seluruh aparatur
peradilan, Salah satu bentuk kegiatan terscbut adalah dengan diadakannya Focus Group
Digcussion (FGDY) yang dapat menjadi wadah bagi para peserta untuk mengemulkakan
berbagai permasalahan dalam pelaksanaan tugas pokok, seperti misalnya membahas
temuan yang berkaitan dengan:

1. Keuangan perkara dan keuanpan DIPA,
2, Memastikan bahwa seluruh proses atau prosedur kegiatan vang telah direncenakan
diimplementasikan sesuai dengan standar / ketentuan yang berlaku
3. Membahas permasalahan yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan
berbasis akuntansi akrual sebagai dampak masa transisi dar pelaporan keuangan
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berbasis kas ke basis akrual. Hal ini menjadi penting karena permasalahan pelaporan
kevangan berbasis akrual relatif’ lebih kompleks dibanding pelaporan keuangan
berbasis kas.

Data permasalahan vang ditsmpung dari hasil FGD dibedakan atas:

1. Permasalahan yang telah ada atau jelas regulasinya langsung diberikin pemecahan
berdasarkan aturan atau regulasi vang telah ada,

2, Permasalahan yang belum ada atau belum jelas regulasinya ditampung oleh Badan
Pengawasan untuk dijadikan bahan informasi atau diskusi dengan Ditjen terkait agar
dapat segera dirumuskan kebijakan sesuai kebutuhan di lapangan.

Pada tahun 2019 (uality Assurance dilaksanakan di Kupang tanggal 5 sampai
dengan 7 Desember 2019 dengan peserta Wakil Ketua, Panitera dan Sekretanis pada

Pengadilan Tingkat Pertama Se-Wilayah NTT 4 {empat) Lingkungan Peradilan dengan

Jjumlgh peserta 96 (sembilan puluh enam) orang

i BT

R - LY

N e T
TN SO s

e

Gambar 4.3.2 : Rapat Koordinasi, Consulting dan Qualily Assurance

Secara gans besar rumusan hasil pembahasan 04 tersebut adalah:

1. Pengelolaan kevangan DIPA dan Pengelolaan Barang Milik Negara harus
berpedoman pada prinsip efcktif, cfisien dan ekonomis.

2. Keuangan perkara dan uang titipan pihak ketipa harus berpedoman pada kebijakan
Mahkamah Agung,

3. Baden Pengawasan melakukan identifikasi nsiko dalam pengelolaan kevangan DIPA
dan kevangan Perkara sehingga diperoleh peta risiko beserta mitigasinya.

5. Kegiatan Pemeriksaan Reguler

a. Pemeriksaan Reguler
Badan Pengawasan telah melakukan pemeriksaan reguler pada 58 (lima puluh delapan)

Satuan Kerja (Satker), seperti tabel berikut

_— e
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Tabel 4.6.1 Data Pengawasan Reguler Tahun 2019

Peradilan Umum il 7 o 3
Peradilan Apama 5 3 6 . 19
Peradilan Militer 1 2 | [} ¥ 3
Peradilan TUN 2 | 4 0 8
Total 58

: )
Temuan hasil pemeriksaan reguler tersebut, secara ringkas dapat diuraikan sebagai
berikut :
Tabel 4.6.2 Data Jumiah Temuan Pemeriksaan Reguler Tabun 2019

| Manajemen ‘ 136

Program Kerja, Evaluasi Kegiatan,
Peradilan Standar Pelavanan
2 Administrasi 213 Persidangan, Minutas: Berkas Perkara
Persidangan
3 Administrasi 322 Uang Konsinyasi, Bunga Bank vang |
Perkara berasal dan rekening penampungan i
perkara belum disetor ke Bank, selisih |
pade penutupan seluruh pembukuan
keuangan perkara, dll.
4 | Admimstrast Umum 662 Panjar biaya eksekus: diternima tunar tidak
melalw Bank dan distmpan dalam
brankas pengadilan, Penzadaan alat
pengolah data tidak menpgunakan e-
purchasing menyebabkan adanva indikas:
kemahalan harga, dil
3 Kinerja Pelayanan 181 Penanganan Pengaduan, Keterbukaan
Publik Informasi Publik, Pelayanan Bantuan
Hukum (Posbakum),

b. Pemeriksaan Reguler Bersama KPK dan BPKP
Badan Penpgawasan bekerjasama dengan Tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi
(EPK), Tim Badan Pengawasan Keuangan Pemerintah Pusat dan Tim Badan Pengawasan
Keuangan Pemerintgh Perwakilan melakukan pemeriksaan reguler bersama terhadap
beberapa Satuan Kerja yaitu:
Tabel 4.6.3 Pelaksanaan Pemeriksaan Reguler Bersama KPK dan BPKP

1. | Pengadilan Negen Jakarta Pusat | 2 Pengadilan Tmpeg Tata Usaha Negara Surabava
3. | Pengadilan Pajak 4. | Pengadilan Negeri Yogyakarta '
5 | Pengadilan Negen Makassar 6 | Pengadilan Tingzr Yogyakarta

7. | Pengadilan Tinggi Makassar R. | Pengadilan Negeri Medan

9 | Pengadilan Negeri Samaninda | 10, | Pengadilan Tingg Tata Usaha Negara Medan

h
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11. | Pengadilan Tinggi Samarinda 12, | Pengadilan Negeri Pekanbaru
13 | Pengadilan Tinggi Semarang 14 | Pengadilan Tingg Pekanbaru
15. | Pengadilan Negeri Semarang | 16. | Penaadilan Negeri Tangerang
17 | Pengadilan Negeri Surabaya 18 | Pengadilan Tinggs Banten [

Maksud dan Tujuan dilakukan pemeriksaan Reguler bersama:

Menjaga tersclenggaranya manajemen peradilan dengan baik dan benar,
Memingkatkan kinerje pelayvanan publik.

Menjaga teraujudnya tertib administrasi peradilan,

Menjaga terwujudnya tertib administrasi persidangan,

Mencegah tegadinya penyimpangan, penyalahgunaan wewenang dan pungutan liar.
Ruang Lingkup Pengawasan meliputi:

R

|. Penanganan Perkara Perdata.
Penanganan Perkara Pidana
Penanganan Perkara TUN.
Pengadilan Pajak

B

6. Pemeriksaan Monitoring
Badan Pengawasan dalam Tahun 2019, telah melakukan pemeriksaan monitoring tersebut
pada 96 (sembnlan puluh enam) Satuan Kerja (Satker), seperti tebel berikut:
Tabel 4.7 Data Pemeriksann Monitoring Tahun 2019

Peradilan Umum 16 g 54
Peradilan Agama 11 8 3 7 29
Peradilan Militer 0 3 ] 0 4
Peradilan TUN 4 3 0 2 ]

7. Satuan Tugas Khusus Pengawasan

Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Nomor: 1/BP/SE/T/2019
tentang Penetapan Satuan Tugas Khusus Pengawasan di Lingkungan Mahkamah Agung,
sebagai dasar kegiatan melakukan pemantauan dalam penyelesaian perkarz di lingkunpgan
bdahkamah Apgung, meningkatkan kedisiplinan aparatur serta memaksimalkan pelayanan
pengaduan.

Kegiatan Satgas Badan Pengawasan untuk tahun 2019 pada penerimaan pengaduan dari
masyarakat yang secara khusus diterima dan dilayani oleh petugas meja pengaduan di lantai
dasar Gedung Mahkamah Agung berdekatan dengan meja petugas informasi, dan keseluruhan
dokumen terkart pengaduan yang diterima diteruskan ke bagian umum/penerimaan pengaduan
Badan Pengawasan untuk dicatat agenda nomomya dengan diberikan kode pengadusn secara
khusuos dari Satgas.

R S e e ———
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Kegiatan Satges Badan Pengawasan di meja pengaduan Mahkamah Apung telah

menerima |8 (delapan belas) berkas penpaduan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengaduan vang diteruskan ke Inspektur Wilayah [ sebanyak 4 {empat) berkas pengaduan,
2. Pengaduan yang diteruskan ke Inspektur Wilayah 11 sebanyak 7 {tujuh) berkas pengaduan,
3. Pengaduan yang diteruskan ke Inspektur Wilayah Il sebanyak 4 {empat) berkas

pengaduan.

4, Pengaduan yang diteruskan ke Inspektur Wilayah IV sebanvak 3 (tiga) berkas pengaduan.

B. Pemeriksaan Kinerja dan Integritas
Badan Pengawasan sebagai pengawas Infornal pada tahun 2019 telah melakukan
Pemeriksaan Kinerja dan Intepritas yang berorientasi pada pengelolaan kevangan Nepara,
pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan pelayanan publik pada 97

(sembilan puluh tujuh) Satker sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 4.8 Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja dan Integritas Pada

Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2019

Peradilan Umum I8 19 15 7 39
Peradilan Agama 8 12 6 4 27
Peradilan TUN 2 1 2 I 6
Peradilan Militer 1 3 2 0 5
Total 25 35 25 12 97
Catatan :
Wilayah [ Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat,
Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung dan Banpgka Belitung.
Wilayah I Banten, DEI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa
Timur, dan Bali.
Wilayah [[1 - Kalimantan Baraf, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan
Timur, Gorontale, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengpara, Sulawesi
Tengah dan Sulawes: Selatan.
Wilayah [V Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara,

a Hasil temuan Pemerksaan Kinerja bidang Kevangan Perkara

FPapua dan Papua Barat.

Hasil temuan pemeriksaan kinerja bidangan keuangan perkara vang telah
dilaksanakan Badan Penpawasan Mahkamah Agung RI Tahun 2019, adalsh
sebagaimana grafik batang berikut:

“
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Grafik 4.1.1 : Hasil Temuan Pemerilsaan Kinerja bidang Kevanpan Perkara
Tahun 2019
Hasil Temuan Pemeriksaan Kinerja bidang Keuangan Perkara menggambarkan
bahwa temuan terkait penatausahaan persediaan dari biaya proses lebih dominan yakni
mencapai 99 (sembilan puluh sembilan) temuan (45,62%) dari 217 (dua ratus tujub belas)
temuan, sehingge diperlukan kebijakan baru berkaitan dengan sistem penatausahaan
persedinan yang dibiayei dari biaya proses.

b. Hasil Temuan Pemeriksaan Kinerja bidang PNBP
Hagil Temuan Pemeriksaan Kinerja bidang Pendapatan Megara Bukan Pajak
yang telah dilaksanakan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI pada whun 2019,
adalah sebagaimana grafik batang berikut:

PNBP
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Grafik 4.1.2 : Hasil Temuoan Pemeriksaan Kinerja bidang PNBP Tahun 2019

Hasil Temuan Pemeriksaan Kinerja bidang PNBP menggambarkan bahwa temuan
terkait penatausshaan PNBP lebih dominan yakni mencapai § (lima) temuan (55,56%)
dari 9 (sembilan) temuan, sehingga perlu dilakukan langkah — langkah guna mendorong
teriaksananya penatauszhaan PNBF sesuai aturan yang berlaku (pengawasan intern).

ﬁ
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¢. Hasil Temuan Pemeriksaan Kinerja berdasarkan bidang Pelayanan Publik
Hasil Temuen Pemeriksaan Kinerja berdasarkan bidang Pelayanan Publik yang
telah dilaksanakan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI pada tahun 2019, adalah
sebagaimana grafik batang berikut:

PELAYANAN PUBLIK

KUALITAS  KUALITAS SISTEM KUALITAS SARANA PROSES
STANDAR INFORMAS|  DAMNPRASARANA  PENANGANAN
PELAYANAN PELAYANAN PELAYANAN PENGADUAN

Grafik 4.1.5 : Hasil Temuan Pemeriksaan Kinerja bidang Pelayanan Poblik Tabun 2019

Hasil Temuan Pemeriksaan Kinerja bidang pelayanan publik mengpambarkan
temuan terkait kualitas standar pelayanan mencapai 42 (empat puluh dua) temuan
(36,52%) dari 115 {seratus lima belas) temuan, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah
guna mendorong terlaksananva kualitas standar pelayanan sespai aturan yang berlaku,

9. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Badan Pengawasan melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja terhadap Satker eselon 1 Pusat
dan Peradilan Tingkat Banding berjumlah 74 (tujuh puluh empat) Satker dengan maksud
untuk:
a. Memberikan penilaian terthadap penerapan SAKIP.
b. Memberikan saran perbaikan terhadap penerapan SAKIP.
¢. Membenkan saran perbaikan puna peningkatan kinerja dan akuntabilitas Unit/Satuan
Kerja
d. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya
Tabel 4.9.1 Hasil Evaluasi LEKjIP tur Wilavah I

Nilai Kategori PTA PFI'TUN DILMIL
TI
=00 — 100 AA = - - -
=80 - 90 A | - E -
=70 — 80 BB 7 7 1
=60 ~ 70 B 1 2 . &
>50 - 60 e - x - -
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=30 =350 G - - & -
0=30 D - - » =

Tabel 4.9.2 Hasil Evaluasi LKjIP

Nilai

Kategori PT PIA PT DILMIL DILMIL ESELON

TON TI  TAMA I
00— 100 AA . : = - : -
~80-90 A ; 1 2 " - ;
>70-80 BB 6 4 : 1 1
60— 70 B 1 i 2 1 < :
>50-60  CC 5 ; - : 5 :
>30-50 ¢ g - = : - z
0 — 30 D - - - > - »
7 % 1

Nilai

Kategori PT

=00 — 100 A = i = :
=80~ 90 A - = i -
=70 — 80 EB 4 8 | -
=60 70 B 4 1 E 5
=50 - 60 cc 1 = - =
=30 - 30 C - - - -

0-30

Tabel 4.9.4 Hasil Evaluasi LKjiP pada Ins

=00 — 100

=80 — 90 A 2 3 - -
=70 — 80 BB 3 | - -
=60 70 : - 1 = -
=50 - 60 3 - - - -
=050 C - - - -
0-30 D - - - -
5 h 1 0

Capaian milai SAKIP tahun 2018 terhadap 74 satuan kerja eselon 1 dan Pengadilan
Tingkat Banding terdapat peningkatan untuk mnilai SAKIP vang masuk Latepori A
(memuasken), BB (sangat baik) dan B (baik), hal tersebut menumjukkan bahwa Akuntabilitas
Kinerja Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya semakin meninglat,

_
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10. Penilaian Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi

Pada tahun 2019 sebagai upaya peningkatan kualitas layanan peradilan telah terbit Surat
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor S8/KMA/SKAILR019 tentang
Pedoman Pembangunan Zoos Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung Dan Badan
Peradilan Di Bawahnya.

Berdasarkan hastl cvaluasi sampai dengan 31 Mei 2019, Tim Penilai Internal
menyampaikan laporan sebanyak 198 (seratus sembilan puluh delapan) unit kerja telah
dievaluasi, dengan nncian sebanyak 174 (seratus twjuh pulub empet) divsulkan untuk
memperoleh prediket WBK dan 24 (dua puluh empat) belum dapat divsulkan memperoleh
predikat WBK tahun 2019 imi. Dari 174 (seeatus tujuh puluh empat) unit kerja 18 (enam belas)
diantaranya diusulkan melalui Program Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).

Berdasarkan hasil Rekapitulasi perolehan mla: per Area 174 satker yang divsulkan Area 1
- Manajemen Perubahan (51%), Area [V - Penpuatan Akuntabilitas (74%), dan Area VI -
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (35%) merupakan area dengan persentase capaian
tertinggl dalam range nilai 90 - 100. Namun demikian, dan rekapitulasi tersebut juga dapat
dilihat bahwa Area V - Penguatan Pengawasan (17%) dan Area 11 - Penataan Sistem
Manajemen SDM (12%) merupakan area dengan persentase tertinggi pada range nilai 60-
69,99 dan menjadi area dengan persentase terendah (16% dan 269%) pada range nilai 90-100.

Perolehan nilal pada Area [11 Penataan Sistem Manajemen SDM dan Area V Penguatan
Pengawasan fersebut sangat mempengaruhi nilai kegeluruhen lembar kerja  evaluasi
dikarenakan Area Il dan Area V merupakan 2 Area dengan nilai tertingg (15). Berdasarkan
tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa Arca 111 Penatzan Sistem Manajemen SDM dan Area
V Penguatan Pengawasan menjadi titik lemah vang perlu diperkuat unit kegja dalam
pelaksanaan pembangunan Zona Integritas. Adapun rincian Unit Kerja vang diusulkan
memperoleh predikat WBE Tahun 2019:

A Satuan Kerja Mandatori { Strategi Nasional Pencegahan Korupsi) sejumiah 16 {enam belas)
satuan kerja
Tabel 4.10.1 Satuan Kerja Mandatori (Strategi Nasional Pencegahan Korupsi)

| | Pengadilan Negen Medan " 2 | Pengadilan Negen Bandung
| 3 | Pengadilan Negeri Surabaya 4 | Pengadilan Negen Jakarta Barat
5 | Pengadilan Negen Jakarta Pusat O | Pengadilan Negen Balikpapan
| 7 | Pengadilan Neperi Jakarta Utara 8 | Pengadilan Negeri Jakarta Timur
9 | Pengadilan Neger Pontianak 10 | Pengadilan Negeri Semarang
11 | Pengadilan Negeri Padang 12 | Pengadilan Negen Makassar
13 | Pengadilan Negeri Jakarta 14 | Pengadilan Megen Pekanbaru
Selatan

15 | Pengadilan Negeri Banjarmasin 16 F::Eg&dilan'ﬂaguri Manadu

I I I e
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B. Satuan Kerja yang diajukan kembali memperoieh predikat WBK sejumlah 15 (lima belas)

satuan kena

Tabel 4.10.2 Satnan Kerja Yang Diajukan Kembali Memperoleh Predikat WBK

1 | Pengadilan Negen Yopyakara 2 Pengadilan Militer [11-12 Surabaya
3 | Pengadilan Agama Jakarta Selatan 4 _Fengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
5 | Pengadilan Agama Jakarta Pusat 6 Pengadilan Tata Usaha Negara
Denpasar
7 | Pengadilan Agama Stabat 8 Pengadilan Negeri Sekayu
9 | Pengadilan Negen Mempawah 10 Pengadilan Agama Lubuk Basung
11 ngal:li_lﬁn Tata Usaha Nepgara 12 Pengadilan Negeri Banyuwangi
Serang
13 | Penpadilan Negen Bau Bau 14 gadilan Negeri Situbondo |
15 | Pengadilan Negeri Tanjungkarang

. Satuan Kerja diusulkan memperoleh predikat WBK secara reguler sejumlah 143 (seratus
empal puluh tiga) satuan kerja
Tabel 4.10.3 Satuan Kerja Divsulkan Memperoleh Predikat WBK Secara Reguler

i Pengadilan Militer Tingm 1T 2 | Pengadilan Tingg Banjarmasin
Surabaya :
3 | Pengadilan Tata Usaha Negara 4 | Pengadilan Tingg Apama Banjarmasin
Surabaya
_ 3 | Pengadilan Agama Probolinggo f ng.ad;lan Tingg Apama Medan |
7 | Pengadilan Agama Sidoarjo & | Pengadilan Tinggi Ambon
| 9 | Pengadilan Negen Sidoanjo 10| Pengadilan Tingg Agama Palangkaraya
11 | Pengadilan Tata Usaha Negara 12 | Pengadilan Negeri Ambon
Jambi
13 | Pengadilan Agama Jamin 14 | Pengadilan Apama Makassar
15 | Pengadilan Neger Masohi 16 | Pengadilan Tata Usaha Negara
Makassar
17 | Pengadilan Militer [-06 18 | Penpadilan Tingpi Sulawes Tenggara
Banjarmasin 5
19 | Pengadilan Agama Banjarbaru 20 | Pengadilan Tinggi Apgama Kendari
21 | Pengadilan h@m .*:Emalang 22 | Pengadilan Apama Bekasi
23 | Pengadilan Negen Kayuagung 24 | Pengadilan Negeri Bekasi
25 | Pengadilan Neperi Martapura 26 | Pengadilan Apama Surakarta
27 | Pengadilan Tinggi Medan | 28 | Pengadilan Agama Gorontalo
29 | Pengadilan Apama Marntapura 30 | Penpadilan Tinggi Gorontalo
31 | Pengadilan Agama Mataram | 32 | Pengadilan Tinggi Denpasar
| 33 | Pengadilan Negen Jam 34 | Pengadilan Negen Gianyar
35 | Pengadilan Negen Sengeh 36 | Pengadilan Negeri Mojokerto
37 | Pengadilan Tata Usaha Nepara 38 | Pengadilan Tinggi Tamungkarang
Mataram
| 39 | Pengadilan Negeri Praya 40 | Pengadilan Negeri Tanjung Pinang
| 41 | Pengadilan Militer 1-03 Padang 42" | Pengedilan Militer Utama Jakarta
43 | Pengadilan Apama Banyvuwang 44 | Pengadilan Militer Tinggi Jakarta
45 | Pengadilan Apame Bandung 46 | Penpadilan Neger Singkawang
47 | Pengadilan Agama Banjarmasin | 48 | Pengadilan Negeri Muara Enim |

%
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4% | Penpadilan Apama Situbondo 50 [ Pengadilan Negen Sidenreng Rappang |
§1 | Pengadilan Negeri Banda Aceh 32 | Pengadilan Negeri Kedin
53 | Pengadilan Militer [-07 Balikpapan | 54 | Pengadilan Negeri Bitung
33 | Pengadilan Apama Jakarta Timur | 56 | Pengadilan Negeri Tondang
37 | Pengadilan Agama Pontianak 58 | Pengadilan Negen Soasio E
59 | Pengadilan Negeri Kepanjen 60 | Pengadilan Agama Soasio -
61 | Pengadilan Militer [11-16 Makassar | 62 | Pengadilan Negeri Metro Kelas 1B
63 | Pengadilan Negeri Ma]a.ug 04 | Pengadilan Tingg Jayapura
65 | Pengadilan Agama Pekanbaru 66 | Mahkamah Svar'iyah Kuala Simpang
67 | Pengadilan Tata Usaha Megara 68 | Pengadilan Negeri Parepare
Manado i
6% | Pengadilan Tinggr Pekanbaru 70 | Pengadilan Tingg Tata Usaha Negara
Jakarta
71 | Pengadilan Tingg Agama 72 | Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Pekanbaru
| 73 | Pengadilan Agama Mojokerto 74 | Pengadilan Agama Batam
73 | Pengadilan Tinggi Palangkaraya 76 | Pengadilan Tinggi Padang
| 77 | Pengadilan Negeri Kendan 78 | Pengadilan Tinggi Agama Padang
|79 | Pengadilan Agama Kendari 80 | Pengadilan Tinggi Agama Makassar
_ %1 | Pengadilan Agama Lamongan B2 | Pengadilan Tata Ussha Negara Medan
B3 | Pengadilan Tinggi Apama 84 | Pengadilan Militer Tinggi [ Medan
Benghulu
85 | Pengadilan Tinggt Benghulu 86 | Pengadilan Tingg Agama Jayapura
87 | Pengadilan Tinggi Kupang B8 | Pengadilan Negeri Bale Bandung
89 | Pengadilan Tingg Agama Nusa 90 | Pengadilan Agama Sungguminasa
Tenggara Timur =
91 | Pengadilan Negeri Gresik 92 | Pengadilan Negen Kelas [A Khusus
R Palembang

93 | Pengadilan Apama Sumbawa Besar | 94 | Pengadilan Tinggi Palembang
93 | Pengadilan Negeri Sumbawa Besar | 96 | Pengadilan Negeri Temanggung _

97 | Pengadilan Negeri Blora 98 | Pengachlan Negen Langsa
| 99 | Pengadilan Nepgeri Pati 104 | Pengadilan Negen Kuala Simpang
101 | Pengadilan Negen Mataram 102 | Pengadilan Tingg: Bangka Belitung
103 | Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara | 104 | Pengadilan Negeri Pangkal Pinang
Barat
105 | Pengadilan Negeri Wates 1046 | Pengadilan Tata [Jsaha Nepara Pale
107 | Pengadilan Tinggi Sulawesi 108 | Pengadilan Tingg: Yogyakarta
Tengah
109 | Pengadilan Tinggi Agama Palu | 110 | Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta
111 | Pengadilan Agama Blitar 112 | Pengadilan Agama Purwodad:
113 | Pengadilan Agama Kabupaten 114 | Pengadilan Negen Demak
Kedin
115 | Pengadilan Negen Samarinda 116 | Pengadilan Agama Indramayu
117 | Pengadilan Agama Samarinda 118 | Pengadilan Neger Indramayu
119 | Pengadilan Negeri Surakarta 120 | Pengadilan Agama Depok
121 | Pengadilan Tata Usaha Negara 122 | Pengadilan Negen Depok
Bengkulu -
123 | Pengadilan Negeri Sampit 124 | Pengadilan Negeri Tangerang
125 | Pengadilan Agama Sampit 126 | Pengadilan Agama Tangerang

127 | Pengadilan Agama Tulungagung 128 | Pengadilan Agama Palu
129 | Pengadilan Negeri Tulungagung 130 | Pengadilan Negen Gorontalo

SN P

131 | Penpadilan Tinggi Banda Aceh 132 | Pengadilan Negeri Tilamuta

P

133 | Mahkamah Syar'iyah Aceh |34 | Pengadilan Tingei Semarang
135 | Pengadilan Tinggi Manado 136 | Pengadilan Militer [1-1]1 Yogvakarta
137 | Pengadchlan Tinggi Samannda 138 | Pengadilan Agama Bantul

e e )
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13% | Pengadilan Tinggi Agama 140 | Pengadilan Negeri Oslamasi
Samarinda -
141 | Pengadilan Tinggi Pontianak _ | 142 | Pengadilan Agama Kupang
143 | Pengadilan Tinggl Apama
Pontianak

Berdasarkan Catatan Hasil Reviu atas Pentlaian Mandiri Pelaksanaan Pembangunan Zona
Integritas tanggal 1 Apustus 2019 sesuai Surat Tugas Nomor 584/BP/ST/VIL2019 tanggal 31
Juli 2019 sebagar tindak lamjut Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
T143/5ER/OT.O1. 17772019 tanggal 29 Juli 2019 Hal Permuntaan Tindak Lanjut Atas Usulan
Tambahan Pengadilan sebagai Calon Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi,
Tim Pemlal Internal (TPI) Badan Pengawasan Mahkamah Apgung Republik Indonesia telah
melakukan reviu atas pelaksanaan Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI)
pada 4 (empat) unit kerja dengan hasil 3 (tiga) unit kerja dapat diusulkan memperoleh predikat
WBK Tahun 2019

Adapun tambahan satuan kerja yang diusulkan memperoleh predikat menuju WBK tahun
2019 bertambah 3 (tiga) unit kerja yakni sebagai berikut:

Tabel 4.10.4 Satuan Kerjn Tambahan Yang Diusulkan Predikat Menuju WBK
| No Nama Unit Kerja
I 1 | Pengadilan Negen Klaten
Pengadilan Negeri Bogor

[ 2
!— o Pengadilan Agama Cikarang
Berdasarkan hasil evaluasi penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) ditetapkan 63 (enam puluh tiga) pengadilan vang
mendapat predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi. 63 {enam puluh tiga)
pengadilan tersebut terdiri dari 28 (dua puluh delapan) pengadilan dari lingkungan peradilan
agama, 27 (dua puluh tujuh) pengadilan dari lingkungan peradilan umum, 5 (lima) pengadilan
dan ingkungan peradilan militer dan 3 (tiga) pengadilan dari lingkungan peradilan tata usaha
negara,

Tabel 4.10.5 Satuan Kerja Yang Mendapat Predikat Zona Intepritas
Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WEK)

No Satuan Kerja Satuan Kerja
| | Pengadilan Tingei Banjarmasin 2 | Pengadilan Negeri Kedir
3 | Penpadilan Tingpi Bangka Belitung 4 | Pengadhlan Neperi Martapura
5 | Penpadilan Tinggl Denpasar 6 | Pengadilan Negen Mojokerio
7 | Pengadilan Tingm Medan ] 8 | Pengadilan Negen Muara Enim
| 9 | Pengadilan Tinggl Semarang 10 | Pengadilan Neperi Oelamasi
11 | Pengadilan Tingg: Tanjung Karang 12 | Pengadilan Negen Pangkal Pinang
13 | Pengadilan Tingg Yogyakarta 14 | Pengadilan Negeri Pekanbarn )
15 | Pengadilan T'mggm Ambon 16 | Pengadilan Negen Sampit
17 | Pengadilan Negeri Bandung 18 | Pengadilan Negeri Surabaya |
19 | Pengadilan Negeri Bekasi 20 | Penpadilan Nepen Surakarta
21 | Pengadilan Negeri Bogor 22 | Pengadilan Negeri Tangerang
23 | Pengadilan Negen (hanvar 24 | Pengadilan Negen Wates
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DKI Jakarta

| Jakarta

25 | Pengadilan Megeri Gorontalo 26 | Pengadilan Negeri Yogyakarta
27 adilan ri Indrama:
No Satuan Kerja No Satuan Kerja
| | Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin | 2 | Pengadilan Agama Jakarta Pusat
3 | Pengadilan Tinggm Agama Jakaria 4 | Penpadilan Agama Jakarta Selatan
5 _| Pengadilan Tinggi Apama Palangkaraya | 6 | Penpadilan Agama Jakarta Tirur
7 | Pengadilan Tingm Apgama Samarinda £ | Pengadilan Agama Jambs
_9 | Pengadilan Tinggi Agema Yogyakarta | 10 | Pengadilan Agama Kabupaten Kediri |
11 | Mahkamah Syariah Kualasimpang 12 | Pengadilan Agama Lamongan '
13 | Pengadilan Agama Bandung 14 | Pengadilan Agama Makassar __
15 | Pengadilan Agama Banjarbaju 16 | Pengadilan Agama Martapura
17 | Pengadilan Apama Banjarmasin 1% | Pengadilan Agama Mojokerto
19 | Pengadilan Agama Batam 20 | Pengadilan Agama Pekanbaru s
21 | Pengadilan Agama Bekas | 22 | Pengadilan Agama Seme
23 | Pengadilan Agama Blitar 24 | Pengadilan Agama Sumbawa Besar
25 | Pengadilan Agama Gorontalo 26 | Pengadilan Agama Sungguminahasa
27 | Pengadilan Agama Indramayu 28 |P tan A Tangeran
No Satuan Kerja No Satuan Kerja
| | Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 2 | Pengadilan Tata Usaha Negara DKI

o Satuan Kerja

3 Pﬁiadjlaﬁ Tata Usaha Hﬁm Eurani 1|
N

No | Satuan Kerja

1 | Pengadilan Militer Tinggi | Medan

2 | Pengadilan Militer - 06 Banjarmasin

3 | Pengadilan Militer Tingg 11 Surabaya

4 | Pengadilan Militer TIT - 12 Surabaya

5 | Pengadilan Militer Utama Jakarta

11. Pelaksanazan Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP)
Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia selaku pelaksana UPP Saber
Pungli MARI telah menyiapkan sarana penyampaian pengaduan, yaitu melalu

Surat elektronik {email).
Faksimile.
Telepon.

B

Agung RI.
V. Surat dan atay,

B Kotak pengaduan.

. Aplikasi STWAS MARI pada situs Mahkamah Agung www.siwas. mahkamahagung go.id,
Layanan pesan singkat / SMS / WhastApp.

. Megja pengaduan yang ada di setiap satuan kerja pengadilan dan eselon 1 Mahkamah

Seluruh pengaduan yang diterima tersebut, terintegrasi ke dalam SIWAS MARL
Pengaduan yang diterima oleh Badan Pengawasan MARI meliputi seluruh pengaduan baik
tentang pelayanan publik penpadilan maupun kinerja serta etika hakim dan pepawai
pengadilan. Selama tahun 2019 dan pengaduan yang masuk ke SIWAS MARI sejumilah
2332 (dua nbu sembilan ratus lima puluh dua) pengaduan mengenai pungli di pengadilan

sejumlah 73 pengaduan,

_—
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Atas pengadusan tersebut, dilakukan penelaahan apakah pengaduan memenuhi syarat dan
cukup bukti serta logis atau tidak. Apabila ada yang dirasakan masih kurang bukti, Badan
Pengawasan MARI selaku pelaksana UUPP MARI melakukan konfirmasi (permintaan
tambahan bukti) kepada Pelapor, dan apabila berdasarkan hasil telaah dinyatakan telah cukup
bukti, maka akan dilakukan pemeriksazn oleh Tim Pemeriksa Badan Pengawasan untik
melakukan penelusuran terhadap kebenaran pengaduan tersebut,

Pada tahun 2019 telah dilakukan pemantavan dan penyelidikan terhadap 52 (lima puluh
dua} satuan kerja pengadilan peda empat lingkungan peradilan terhadap dugean adanva
pungli terhadap pelayanan publik, yaitu:

Tabel 4.11 : Satuan Kerja Yang Telah Dilakukan Pemantauan Dan Penyelidikan

‘ Pengad 2 | Pengadilan Militer [-04 Palembang

| ilan Tata Usaha Negara
Palembang
3 | Pengadilan Tinggi Banten 4 | Pengadilan Negen Martapura
5 | Penpadilan Tingg Agama Banten 6 Pengadilan Agama Martapura
7 | Pengadilan Tingg Se £ | Pengadilan Tinggi Mataram
9 | Pengadilan Tingg Agama Semarang | 10 | Pengadilan Tingg Agama Mataram
11 | Pengadilan Tata Usaha Negara I2 | Pengadilan Tinggi Palu
Yopyakarta L
13 | Pengadilan Agama Bogor | 14 | Pengadilan Tingg Agama Pala
15 | Pengadilan Negeri Blitar 16 | Pengadilan Negeri Balikpapan
17 | Pengadilan Agama Blitar 18 | Pengadilan Agama Balikpapan
19 | Pengadilan Negeri Malang 20 | Pengadilan Milrter [-07 Palembang
21 | Pengadilan Agama Malang =~ 22 | Pengadilan Tingm Bengkulu
23 | Pengadilan Neperi Cilacap 24 | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu
25 | Pengadilan Tinggn Banjparmasin 26 | Pengadilan Negen Serang
27 | Pengadilan Tingg Agama 2B | Pengadilan Agama Serang
Banjarmasin =~ _
29 | Pengadilan Negen Kendal 30 | Pengadilan Tata Usaha Negara Serang |
31 | Pengadilan Agama Kendal 32 | Pengadilan Negeri Rangkashitung
33 | Pengadilan Agama Ambarawa 34 | Pengadilan Agama Raskashung
35 | Pengadilan Negeri Ungaran 36 | Pengadilan Negeri Martapura
37 | Pengadilan Negen Kepanjen 38 | Pengadilan Agama Martapura
39 | Pengadilan Agama Kabupaten Malang | 40 | Pengadilan Tinggi Mataram
41 | Pengadilan Negen Kudus 42 | Pengadilan Tingm Apama Mataram
43 | Pengadilan Agama Kuduos 44 | Pengadilan Tinggi Palu
43 | Pengadilan Tingem Agama Yogvakarta | 46 | Pengadifan Tingg Agama Palu
| 47 | Pengadilan Negen Munghid 48 | Pengadilan Agama Binjai |
| 40 | Pengadilan Negen Medan 30 | Pengadifan Negen Denpasar
51 | Pengadilan Negen Gianyar | 32 | Pengadilan Negen Temnate

Hasil dan pemantauan yang dﬂaﬁ:ul;ﬂn Tim UPP diserahkan kepada Kepala ‘Badan
Pengawasan MARI selaku Ketua UPP MARI untuk ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh
Tim Pemeriksa Badan Pengawasan MARIL Produk UPP ini merupakan dokumen dan data
serta bukt {gvidence) tentang dupaan adanya pungutan liar yang diperoleh Tim UPP dan
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digunalkan untuk bukti dalam pemeriksaan Tim Pemeriksa, sehagai tindaklanjut dari temuan
UPF.

Pada tahun 2019 tim saber pungli Badan Pengawasan Mahkamah Agung R1 berhasil
melakukan operasi tangkap tangan terhadap Panitera Penpadilan Negen Jepara dan Panitera
Muda Perdata Pengadilan Negeri Wonosobo untuk selanjutnya dijatuhi hukuman disiplin.

12. Inspeksi Mendadak (SIDAK)

Inspeksi Mendadak (Sidak) merupakan kegiatan pengawasan dengan cara datang
langsung (check on the spor) secara mendadak ke satuan kerja yang menjadi obyek
pemeriksaan dan pengawasan. Badan Pengawasan MARI menilai bahwa sidak salah satu
metode yang efekuf untuk melakuksn pencegahan dan pengawasan terhadap disiplin kerja
magpun perilaku Hakim dan Pegawai Negeri Sipil pada Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan dibawahnya.

Tahun 2019 telah dilakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) sejumlah 41 {(empat puluh satu)
satuan kerja, sebagai berikut:

Tabel 4,12 Satuan Kerja Yang Telah Dilakukan Sidak

Pengadilan Tata Ussha Negara z Pengadilan Agama Kudus
Palembang y
3 | Pengadilan Tingg Banten 4 Pengadilan Tinggi Agama Yopyakarta
5 | Pengadilan Tinggi Agama Banten 6 | Pengadilan Militer 1404 Palembang
.7 | Pengadilan Tinggi Semarang 8 | Pengadilan Negeri Munghkid
9 | Penpadilan Tinggi Agama Semarang | 10 | Pengadilan MNegen Martapura
|I 11 | Pengadilan Tata Usaha MNegara 12 | Pengadilan Agama Martapura
Yogyakarta
13 | Pengadilan Agama Bogor 14 | Pengadilan Tinggs Mataram I
15 | Pengadilan Negeri Blitar | 16 | Penpadilan Tinggi Agama Mataram
17 | Pengadilan Apama Blitar 18 | Pengadilan Tinggi Palu
19 | Pengadilan Negeri Malang 20 | Pengadilan Tinggi Agama Palu !
21 | Pengadilan Agama Malang 22 | Pengadilan Negen Balikpapan !
23 | Penpadilan Negeri Cilacap 24 | Pengadilan Agama Balikpapan '
25 | Pengadilan Tingpi Banjarmasin =~~~ | 26 | Pengadilan Militer 107 Palembang
27 | Pengadilan Tinggi Apama 28 | Penpadilan Tinggl Bengkulu
Banjarmasin _
29 | Pengadilan Negen Kendal 30 | Pengadilan Tingg Apama Benghulu |
31 | Pengadilen Agama Eendal 32 | Pengadilan Negen Serang
33 | Pengadilan Agama Ambarawa 34 | Pengadilan Agama Serang
35 | Pengadilan Negeri Ungaran 36 | Penpadilan Tata Usaha Nepgara Serang
37 | Pengadilan Negen Kepanjen | 38 | Pengadilan Negeri Rangkasbitung
39 | Pengadilan Agama Kabupaten Malang | 40 | Pengadilan Apama Raskasbitung
41 | Pengadilan Negen Kudus

13. Penyamaran (Mystery Shopping)
Mystery Shopping (MS) adalah sebuah tehnik vang digunakan untuk mengukur kualitas
layanan, atau mengumpulkan informasi spesifik tentang produk dan layanan Penilaian dan
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pengumpulan informasi ini dilakukan secara rahasia, sedangkan orang yang melakukan tugas
rahasia tersebut dinamakan Mysiery Shopper. Badan Pengawasan Mahkamah Agung RT telah
mengadopsi metode ini sebagai salah satu metode mengukur kualitas pelayanan di
pengadilan. Kegiatan tersebut dinamakan Uji Integritas Pelayanan Publik Pengadilan (UIP3),
Tahun 2019, telah dilakukan Mystery Shopping, yaitu:

Pengadilan Agama Binjai,

Pengadilan Negeri Medan.

Pengadilan Negeri Gianyar.

Pengadilan Negeri Denpasar.

. Pengadilan Negeri Ternate.

e Rl o

14. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPTF)

SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-
menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan kevakinan memadai atas
tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan
keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan,

SPIP dimaksudkan bukan hanya sebagai upaya membentuk mekanisme administratif
tetapn juga merupakan upaya untuk melakukan perubahan sikap dan perilaku (soff factor)
Oleh karenanya implementasi SPIP sangat memeriukan komitmen, teladan pimpinan dan niat
baik seluruh pejabat dan pegawai instansilembaga.

Dalam vpava menciptakan pemerintahan vang schat (good governance) pemerintah telah
menctapkan target Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menenpah Nasional 2015-2019
Bidang Aparatur Megara pada sasaran perfama yaitu Pemerintahan yang bersih dan
Akuntabel atas hasil pemlaian tingkat kematangan (Maturitas) Implementasi SPIP Tahun
2019 pada level 3 (tiga).

Sejalan dengan tujuan tersebut Mahkamah Agung RI telah melakukan penilaian maturitas
Implementasi SPIP terakhir di Tahun 2017 dengan nilai 2,1239 dan ditahun 2019 dibentuk
tim Satgas melahw Surat Sekretarss Mahkamah Agung RI Nomor 476/SEK/SE/VIL2019
tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas SPIP di lingkunpan Mahkamah Agung yang antara
lain bertugas untuk mengkoordinasikan pelaksanasn kegiatan SPIP di Mahkamsh Agung dan
mengkoordinasikan pelaksanaan pemilaian maturitas SPIP di Lembaga Mahkamah Agung RT.

Beberapa hal yang telah dilaksanakan tim satgas SPIP Mahkamah Agung RI yaitu:

1. Merumuskan regulasi pentlaian risiko melaln terbitnya Keputusan Sekretaris Mahkamah
Agunp Nomor 475/8ek/SE/VII2019 tentang Pedoman Manajemen Risiko di Lingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnva

2. Memfasilitasi pembentukan tim cownterpart di 7 {tujuh) unit esclon 1 dan memfasilitasi
perumusan manajemen risiko dimasing-masing onit tersebut dan pengumpulan evidence
untuk keperluan evaluasi internal oleh tim Assessor Badan Pengawasan MA RI
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3. Mengomunikasikan hasil pelaksanasn penilaian internal maturitas SPIP yang dilakukan
oleh tim Assecsor Badan Pengawasan dengan pendampingan tim BPEP kepada seluruh
unit eselon I dan laporan akhir pelaksanaan penilaian maturitas SPIP kepada Sekrataris
Mahkamah Agung RI untuk selanjutnya dimintakan QA (Quality assurance) oleh tim
BPKP
Berdasarkan hasil evaluai internal atas pelaksanaan SPIF lembapa disimpukan bahwa

terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah {SPIP) Mahkamah Agung

RI Tahun 2019 yang dilakukan oleh tim assessor Badan Pengawasan MA RI dengan

Pendampingan Tim BPEP menunjukkan bahwa tingkat maturitas penvelenggaraan SPIP

berada pada level “Terdefinisi™ atau tingkat 3 (tga) dari 6 (cnam) tingkat maturitas SPIP.

Pengukuran terhadap 25 (dua puluh lima) fokus penilaian maturitss menghasilkan, nilai

maturitas SPIP sehesar “3,645”.

Dengan tingkat maturitas “Terdefinisi”, maks karakteristik Penvelengearaan SPIP secara
umum menunjokkan bahwa Mahkamah Agung RI:

1. Telah sepenubnya menetapkan kebijakan dan prosedur pengendalian kegiatan pokok unit
organisasi dalam K/L/Pemda sesuai Peraturan Pemerintah Nomar 60 Tahun 2008,

2. Telah sepenubmya mengomunikasikan kebijakan dan prosedur kegiatan pokok unit
organisasi dalam lingkungan Mahkamah Agung RL

3. Telah sepenuhnya melaksanakan kebijakan dan prosedur kegiatan pokok unit organisasi
dalam lingkungan Mahkamah Agung RI dan mendokumentasikannya secara konsisten.

4. Belum sepenuhnya melakukan evaluasi atas efektivitas penerapan kebijakan dan prosedur
pengendalian kegiatan pokok unit organisasi dalam lingkungan Mahkamah Agung RI
secara berkala dan terdokumentasi,

5. Belom melakukan pemantauan yang berkelanjufan, terintegrasi dalam pelaksanaan
kegiatan yang didukung oleh pemantauan otomatis menggunakan aplikasi komputer,
selanjutnya berdasarkan hasil penilaian tersebut telah divsolkan dan saat ind dalam proses

penilaian gkhir maturitas SPIP oleh tim Quality Asswrance BPEP untuk menguji dan atau

mengevaluasi hasil penilaian oleh tim internelirelf assesmens (dsvessor dengan
pendampingan tim BPKP) 3 32 dapat ditenima sepenuhnya atay terkoreksi,

15. Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan (PIPK)

Penyelenggaraan PIPK berpedoman pada Peraturan Menterd Kenangan Nomor
IVPME, 092019 tanggal 22 Februan 2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan
Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Dimulai pada akhir
bulan Juli 2019, Auditor Badan Pengawasan mulai menyigpkan rencana kerja penyiapan Tim
Penilan PIPK. melalui rapat koordinasi yang dihadiri perwakilan unit eselon | di Lingkungan
MARI. Untuk pertama kalinya MARI melalui Keputusan Sekretaris MARI Nomor
683/SEK/SK/VIILI01Y tentang Tim Pemlai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan
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MARI tanggal 30 Agustus 2019 membentuk Tim Penilai PIPK yang beranggotakan aparatur
yang memiliki pengalaman dalam pemyusunan Laporan Keuangan, Perencanaan Anggaran
dan Pelaksanaan Anggaran pada unit eselon [ di lingkungan MARL

Dalam rangka menyiapkan kompetensi Tim Penilai telah diselenggarakan Pelatihan
Penilai Pengendalian [ntem atas Pelaporen Keuangan di lingkungan MARI vang difasititasi
Pusut Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Kepemimpinan Badan Litbang Diklat Hukum
dan Peradilan pada tanggal 2 September 2019 sampai dengan & September 2019 bertempat di
Megamendung Jawa Barat ditkuti oleh seluruh anggota Tim Penilai dengan fasilitator dari
Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan RI dan Badan Pengawasan MARL Diharapkan
Auditor Badan Pengawasan MART dalam melaksanakan reviu Laporan Kevangan Tahunan
Tahun Anggaran 2019 mendatang terlebih dahulu melakukan reviu atas Penilaian PIPK
berdasarkan Laporan dari Tim Penilai PIPE.

C. SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL (SPI)

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sebagai Aparat Pengawas Intern
Pemenntah (APIP), Badan Pengawasan melakukan kegiatan sebagaimana tercantum dalam
tabel di bawah ini;

Tabel 4.13 Kegiatan Badan Pengawasan selaku APTP

1 |Reviu  Laporan | Dilaksanakan reviu laporan keuangan sebanyak 3 (tiga) kali
Keuangan  dan | meliputi reviu

Reviu 1} Laporan Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2018 pada
Penpendalian bulan Februari 2019.

Intern atas | 1) Laporan Keuangan Semester Pertama Tahun Anggaran
Pelaporan 2019 pada bulan Juli 2019.

Keuangan (PIPK) |3) Laporsn Keuangan Triwulan [ Komprehensif Tabun
Anggaran 2018 pada bulan November 2019,

Catatun: Laporan Keuangan MA RI TA 2018 memperoleh
opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTFP) dari Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia

Pembentukan Tim Penilai PIPK didasarkan pada Swrat
Keputusan  Sckretaris Mahkamah Apgung BRI Nomor
O83/SEK/SK/VIITA201S tentang Tim Penilai Pengendalian
Intern atas Pelaporan Kevangan MA RI schingga Reviu PIPK
difokuskan pada penguatan Tim Penilai PIPK tersebut yang
baru memulai kegiatan Penilaian FIPK pada bulan November
2019.
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? |ReviuRKAK/L | Dilaksanakan pada Mahkamah Agung RI bulan Juli 2019 pada
unit kerja Esclon 1 Badan Urusan Admistrasi Mahkamah
Agung RI Tahun 2020 dengan catatan sebagai berikut:

- Masih terdapat pengalokasian anggaran vntuk menghasilkan
keluaran vang kurang tepat tidak sesuai ketentuan (tidak
teralokas: dan atay salah pengalokasian).

- Masih terdapat kesalahan dalam penerapan kaidah
penganggaran yaitu antara lain alokasi melampaui SBM,
pengelompokan pengangparan atas kegiatan yang kurang
tepat.

- Alokasi pemeltharaan gedung dan kendaraan belum
sepenuhnya mengacu pada standar biaya, dan volume
oufput il aset (BMN) existing sehagal basis data
pengusulan alokasi,

Pengajuan alokasi belanja modal belum sepenuhnya didukung

dan dilampirkan dengan data dukung sesuai ketemtuan dan

terdapat sejumlah kepiatan pembangunan pedung kantor
satker baru tidak dapat direviu karena data dukung tidak

diperoleh.
3 |Revin RKBMN | Dilaksanakan sebanvak 1 (saw) kali pada bulan September
Onling 2019 di Mahkamah Agung R1 untuk Tahun Anggaran 2021.

4 | Reviu Pelaksanaan | Berdasarken hasil reviu Pelaksangan Anggaran sampai dengan
Anggaran PBJ Trrwulan I Tahun Anggaran 2019 dapat disimpulkan bahwa
sccara umum realisasi belanja telah mencapai lebih dar

100,59% dan rencana penverapannya, vakni denpan rincian

sebagal berikut:

8. Belamja  Pepawai  mencapai  10836%  senilai
Rp.3.269.295.616.760,00.

b. Belanja Barang mencapai 86,08% senilai
Rp.646.400.865.891,00.

¢. Belanja Modal mencapai 46,13% senilai
Rp.78.384.540.502,00.

- Berdasarkan Skoring Kualitas Belanja vang dikembangkan
BPEFP maka milai Kualitas Belanja Mahkamah Agung RI
dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya mecapai
84,03 yakni Predikat Kualitas Belanjs Baik

5 | Pemeriksaan Secara umum, pengelolaan keuangan DIPA dan keuangan

Keuangan perkara telah dilakukan pengendalian intern secara efektif,
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namun masih ditemukan  kesalahan  administratf  vang
berdampak pada kerugian negara vang diselesaikan melalui
mekanisme penyetoran ke kas nepara atau proses tuntutan
1 ganti rugt (TGR), sedangkan untuk kesalahan yang bersifat
perbatkan pencatatan administrasi sudah ditindaklanjuti dengan
perbaikan pada sast berlangsungnya pemeriksaan sehingpa
!diharapkan permasalahan fersebut tidak terulang di tahun

berikutnya.
6 |Audit Pengadaan |- Audit Pengadaan Barang/Jasa tahun imi dilakukan melalui
Barang/lasa dua pendekatan yakni untuk pekerjaan fisik belum selesai

100% dilakukan melalu Probity Asdit dan untuk pekerjaan
fisik telah mencapai 100% dilakukan melalui Audit
Pengadaan Barang/Jasa.

= Secara umum, pelaksanaan pengadaan  barang/jasa
pemérintah telah memperhatikan ketentuan yang berlaku,
namun masih terdapat penyelesaian pembangunan vang
berpotenst  selesai tidak  tepat wakiu dan  terdapat

kekurangan volume pekerjaan.
- Pemanfaatan pengadaon berbasiz elektronik melalui e-
purchasing telah optimal,
8 |Liason  Officer Sepanjang tahun 2019, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI
{8 meiakukan beberapa kali penugasan pemeriksaan  dan
pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan di Mahkamah
Apgung RI dengan nincian sebagai berikut:

. Sesual dengan Surat Tugas Anggota [II Badan Pemeriksa
Kevangan RI Nomor 37/8T/V-XVL1/01/2019 tanggal 31
Tanuan 2019, Badan Pemenksa Keuangan RI melakukan
pemerilksaan atas Laporan Keuangan Mahkamah Apung R1
Tahun 2018 di Jakarta, Jaws Barat dan Jawa Tengah
selama 635 (enam puluh lima) hari,

2. Sesuni dengan Surat Tugas Anggota 111 Badan Pemeriksa
Kevangan R] Nomor 156/5T/V-XVL1/0&2019 tanggal 9
Agustus 2019, Badan Pemeriksa Keuangan RI melakukan
Pemeriksaan  Pendahuluan  atas  Penpelolaan  dan
Pertanggungjawaban Keuangan Perkara, Uang Titipan
Pihak Ketiga dan belanja tahun anggaran 2018 dan tahun
anggaran 2019 (sampai dengan friwulan I} pada
Mahkamah Agung dan Badan Peradian di bawahnya di

e e ———————
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Jukarta selama 10 (sepuluh) hari,

3. Besual dengan Surat Tugas Anggota I Badan Pemeriksa
Eeuangan RI Momor 196/5T/V-XV1L1/10/2019 tanggal 7
Oktober 2019, Badan Pemeriksa Keuanpan RI melakukan
Pemenksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Perkara,
Uang Titipan Pihak Ketiga dan belanja tahun anggaran
2018 dan tahun anggaran 2019 (sampai dengan triwulan
II) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradian di
bawahnya di Jakarta, Jawa Barst, Jawa Timur dan
Sumatera Ltara selama 45 {empat puluh lima) har.

4. Penugasan pemantausn tindak lanjut hasil pemeriksaan
Badan Pemerksa Kevangan semester [ Tahun 2019 dan
Semester [T tahun 2019,

5. Penugasan pemantauan penyelesaian kerugian nepara
semester | Tahun 2019 dan Semester 1T tahun 2019.

Untuk mempertahankan perolehan opini Wajar Tanpa

Pengecualian  sebanyak 7 (tuyjuh) kali  berturot-turot,

kesepahaman hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertenty

antara BPK dengan Mahkamah Apung dan Badan Peradilan
yang Berada Dibawahnya, serta untuk memperoleh capaian
penyelesaian tindak lanjut hasil temuan BPK  sesuai

rekomendasi dan penyelesaian kerugian negara diatas 0%,

maka diperlukan adanya Liaison Officer (LO) dan Badan

Pengawasan Mahkamah Agung RI atas seluruh penugasan

BPK pada Mahkamah Agung RL
9 | Reviu Revaluasi | Walaupun tidak memiliki target kinerja tahun anggaran 2019,
BMN Badan Pengawasan telah melaksanakan reviu atas pelaksanaan

revaluasi BMN umtuk memenuhi amanat PMK Nomaor 107
Tahun 2019 vang telah dilaksanakan bersamaan denpan Biro
Perlengkapan dan Biro Kcuangan Badan Urusan Administrasi
pada beberapa wilayah, seperti Wilayah Jawa Barat, Wilaysh
Jawa Timur, Wilayah Kalimantan Barat, Wilayah Maluku dan
Wilayah Javapura.

Badan Pengawasan juga telah melaksanakan reviu atas
penilaian kembali BMN pada Unit Akuntansi Pengpuna
Barang Mahkamah Agung RI, dilaksanakan atas data sampling
pemeriksaan BPK tahun 2018 sejumlah 1027 NUP BMN. J

ﬁ
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Secara umum hasil pelaksanaan reviu adalah:

1. Reviu atas Penyediaan Data Awal (Persiapan Inventarisasi
BMN} belum sepenuhmya sesumi dengan ketentuan yang
berlaku

2. Reviu atas Pelaksenaan Inventarisasi BMN  belum
sepenuhnya sesuai dengan ketentuan vang berlaku,

D. TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK

& Temuan pemenksaan BPE RT sejak tahun 20035 sampai dengan Semester 11 tahun 2019
sebanyak 536 (hima ratus tiga pulub enam) temuan pemerksaan dengan 1,121 (seribu
seratus dua puluh satu) rekomendasi. Tindak Lanjut Temuan sesuai dengan Rekomendasi
BPK hingga Semester II tahun 2019 sebanyak 1.033 (seribu tiga puluh tiga) rekomendasi
afau sebesar 92,15% sudah diselesaikan oleh Mahkamah Agung RI, sebanyvek 77 (tujuh
pulph twjuh) rekomendasi masih dalam proses tindak lanjut, 11 (sebelas) rekomendasi tidak
dapat ditindaklanjuti denpan alasan yang sah dan 0 (nol) rekomendasi belum
ditindaklanjuti.

o, Total nilay temuan pemeriksaan BPK sejak tahun 2005 sampai dengan semester I tahun
2019 schesar Rp421.869.200.522,00. nilai rekomendasi sebesar Rp33.997,443,.502,00.
Hingga Semester I tahun 2019 sebesar Rp28.613.370.975,00. sodah diselesaikan oleh
Mahkamah Agung RT sesuai dengan rekomendasi atau sebesar 84,16%, nilai yang masih
dalam proses tindak lanjut sebesar Rp4.800.266.156,00. atau scbesar 14,12% dan nilai
sebesar RpS83.806.372,00 amau sebesar 1,72% tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan
yang sah. Total nilai aset atau penyetoran uang ke kas negara sejak tahun 2005 sampai
denpan Semester IT tahun 2019 sebesar Rp32.588.694.000,00,

Catatan: data berdasarkan Laporan Pemantauan Tindak Lanjut dard BPE RI Semester 11
tahun 2019,

E. Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung Rl (SIWAS
MA-RI)
Implementasi aplikasi Sistern Informasi Pengawasan Mahkamah Agung RI selama tahun
2019 masyarakat umum vang secara langsung menggunakan aplikasi siwas sebagai berikut:
Tabel 4.14 Jumlah Pelaporan Mas kat melalui STWAS MA-RI

Pelapor secara mandin

2 | Meja Penpaduan 4 (empat) Lingkungan Peradilan 221 I
dan Mahkamah Agung |

e
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F. Internal Audit Capability Model (IACM)

Salah satu alat yang dapat dipakai untuk mengukur efektivitas peran unit audit intern di
sektor publik adalah model penilaian yang disebut fnrernal Audit Capability Model {TA-CM)
atau model kapabilitas sudit intern IACM merupakan suatu kerangka kerja yang
mengidentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutubkan bag terwujudnya unit awdit
internal yang efektif di sektor publik. IACM menggambarkan jalur evolusi yang perlu difkuti
oleh orgamisasi sektor publik dalam mengembangkan unit audit intern yang efektif memenuhi
harapan profesional dan kebutuhen tate kelola organisasi. TACM menunjukkan langlkah-
langkah perkembangan unit audit intern dari level yang kurang mapan menuju level vang kuat
dan efektif,

Hasil Pemjaminan Kualites atas Hasil Pemlaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Badan
Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2019 dari BPKP diperoleh hasil
Level 3 Penuh dengan rincian sebagai berikut:

BHNPULAN "EEELUALHA |
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Grafik 4.2 TACM Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP
Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI akan terus meningkatkan capaian nilai TACM
tersebut sampai dengan level 4 penuh, ditargetkan pada tahun 2024 Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI akan meraih level 4 secara penuh.

G. Capaian Kinerja Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I
Kegiatan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengawasan digambarkan pada
capaian Kinerja Badan Pengawasan yang tercantum pada tabel berikut:
Talbel 4.15 Capaian Kinerja Badan Pengawasan Tahun 2019

Wilayah
Pemeriksaan/Kegiatan g - = o ['II:ETIJ::I Target
Kasus 54 85 40 26 205 175
Reguler 15 14 19 10 58 54
Pemeriksaan Kinerja dan 21 26 35 25 11 a7 83
Monitaring 30 31 13" J 22 96 57

h
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Pemeriksaan Keuangan 4 13 2 2 21 10
Reviu LK - f - = 6 2
RE‘-‘iLh"'f.-'erlkﬂsi pernyataan yang i g i i g 3
tefah direviu
Rewvin Hibah - 5 - - g 3
Reviu Pengelolaan Anggaran - 4 - - 4 4
Reviu Perencanaan Anggaran - 3 - - 3 3
Reviu PNBP - 3 - - 3 3
Reviu PIPK - 4 g - 4 4
LEjIP 1 5 1 1 B 7
Audit Manajemen Kepegawaian 1 ! 1 1 4 4
Audit PBJ 1 1 | I 4 4
SIDAK 26
o — = 37 40
TLHP BFK 21 10
L0 Pendampingan 17 4
IACM 4 4
Maturitas SPIF 11 2
E-Goverment 2 1

Bangka Belitung : 28 Pesera

Batam : 38 Peserta
Rakor Hakim Pengawas Bidang

Denpasar @ 64 Peserta

Manado ; 60 Peserta
Rakor Pengelolaan Penanganan Banten dan DET Jakarta : 72 Peserta
e Sulawesi Selatan dan Barat - 124 Peserta
Consulting Jambi : 63 Peserta
Chuality Assurance Kupang : 96 Peserta
Eﬂﬂﬂ?ﬂ%—lﬂkﬂ Tingg Pengawas 9 Pesertd

e e = R e = e e
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Catatan: Dan capaian, Realisasi Anggaran (99, 83%)
Pagu > Rp33.650.414.000,00,

Realisasi ; Rp33.594,292 582,00,

Sisa :Rp56.121.418,00,

H.Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Seluruh Penyelenggara Negara di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan
yang berada di bawahnya wajib untuk menyampaikan Laporan Harla Kekayaan Penyelenggara
Negara. Pada tahun 2019 jumlsh wajib lapor LHKPN sebanyak 18768 dengan tingkat
kepatuhan sebanyak 18 494 (98,54 %),

Kepatuhian oot b o sy
l l F ok
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A Lodpew Sl | i Lapma Teom? gemer prmmiom e LT
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Grafik 4.3 Kepatuhan Penyampaian LHKPN Tahun 2019

I. Survey Kepuasaan Pelayanan Publik Pada Pengadilan

Pada Tahun 201% Badan Pengawasan bekerja sama dengan Lembaga Penelitian, Pendidikan
dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LPAES) dengan didukung oleh Proyek SUSTAIN EL-
UNDP telah melakukan survey terhadap kepuasasn pengguna layanan pengadilan pada 60
(emem puluh) satuan kerja pengadilan dari 3 (tiga) lingkungan peradilan yaitu Lingkengan
Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan TUN di 20 (dua
puluh) propinsi dan Acch hingga Papua. Hasil survey vang dilalukan oleh Lembaga
Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) tersebut diperoleh hasil
indeks kepuasan publik terhadap lembaga peradilan berada pada kategori baik, vakni sebesar
76%. Hal tersebut mengindikasikan peninghkatan sebesar 6,7 % bila dibandingkan dengan
indeks kepuasan yang ada pada tahun 2013,

55—
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Gambar 4.4. Penyerahan Hasil Survey Kepuasan Pelayanan Publik pada
Pengadilan

J. Penerimaan Penghargaan dari Badan Narkotika Nasional (BNN)

Mahkamah Apung menenima penghargaan dari Badan Narkotika Nasional atas peran aktif
dan konmtribusinya dalam Pencegahaan dan Pemberantasan Penyalahpunasn dan Peredaran
Gelap Narkoba (PAGN) di Indonesia, melalui giat sosialisasi, test urine dan tersusunnya
regulasi dari tingkat pusat sampail wilayah dari tahun 2017 sampar sekarang kepada calon
Hakim, Panitera, dan Pegawai Mahkamah Agung dan pengadilan ditingkat pusat, provinsi dan
Kabupsten / kota dengan bekerjasama dengan BNN, BNNP, dan BNNE / kota,

mbar 4.5 Penerimaan Pe 1 nrg,u.ndnn' Badan Narkotika Nasional

Penghargaan ini diberikan langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, didampingi oleh
Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Heru Winarko kepada Mahkamah Apung yang
diwakili oleh Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Nugroho Sefiadji, SH, dalam
rangka puncak peringatan hari Anti Markotika Internasional (HANTI) tahun 2019
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BABY
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A, Kesimpulan
Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI telah menyusun Laporan Tahunan 2019,
laporan im dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas segala pelaksanaan kepiatan
selama tahun 2019 dan sebapal upaya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan
Pengawasan Mahkamah Agung RI, atas hal tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut -
1. Pembinaan dan Pengelolaan
4. Pengelelaan Samber Daya Manusia
Pada tahun 2019, jumlah sumber daya manusia pada Badan Pengawasan
Mahkamah Agung Rl berjumlah 167 (seratus enam puluh tujuh) orang, yang terdini dari
Pejabat Fungsional, Pejabat Struktural, staf’ dan Honorer.
Pada tahbun 2019, jumlah aparat pada Badan Pengawssan bejumlah 167 orang
vang terdiri dari tenaga teknis yudizsial berjumlah 62 orang, tenaga non teknis yudisial
berjumlah 3% orang dan tenaga honorer berjumlah 16 orang.

b. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Pada tahun 2019, dalam hal ini Barang Milik Nepara {(BMN) dikelompokkan
menjadi peralatan dan mesin 1880 unit dengan milai Rp. 12.719.654.176, aset tetap
lainnya 2.290 buah dengan Rp. 535403 685, aset tak berwujud 12 unit senilai Rp.
3.254 333180, Sehingga total pengelolaan sarana dan prasarana adalah sebesar Rp.
16.509.391.041

Perolehan Barang Milik Negara (BMM) yang berasal dari pembelian dengan
anggaran DIPA tahun anggaran 2019 adalah 90 Unit denpan Total Rp 424.433.300
(empat ratus dea puluh empat juta empat ratus tiga pubuh tiga ribu tiga ratus rupiah)

¢. Pengelolaan Keuangan
Pada Tahun Anggaran 2019 Badan Penpawasan Mahkamah Agung Republik
Indonesia mengelola 1 {satu) DIPA Nomor ; SP DIPA-005.07.1.663136/2019 Tanggal 5
Desember 2018 dengan jumlah PAGU sebesar Rp. 33.650.412,000,- terdiri dan:
Tabel 5.1 : Pengelola Kenangan Pada DIFA Badan Pengawasan

Tl ]
kA

Rp. 5.570.807.371.-

Rp. 5.598.113.000,-

1 |'Belanja Pegawai

2 | Belanja Barang | Rp. 27.625513.000,- |Rp.27.599.051.911,- 99,90

3 | Belanja Modal Rp 426.786000- | Rp. 424.433.300.- 99,45
Jumlah Rp 33.650.412.000,- l Rp 33.594.292 582,- 99,830

e
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2. Penanganan Pengaduan
Tahun 2019 jumlah pengaduan yang masuk ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung
sejumlah 2952 pengaduan, Untuk pengaduan yang disampaikan lanpsung ke Badan
Pengawasan sejumlah 1.942 pengaduan, untuk pengaduan dar instansi / stakeholder
Mahkamah Agung sejumlah 211 pengaduan, Penpaduan Aplikasi Siwas scjumlah 781
pengaduan dan Pengaduan dari Satgas sejumlah 18 pengaduan.

3. Sidang Majelis Kehormatan Hakim
Pada tahun 2019 Mahkamah Agung bersame Komisi Yudisial, melaksanakan Sidang
Majelis Kehormatan Hakim terhadap 4 (empat) orang Hakim. Majelis Kehormatan Hakim
(MEH) sebagai forum pembelasn diri bagi Hakim vang berdasarken hasil pemeriksaan
dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sehagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan, serta diusulkan untuk dijatuhi sanksi berat berupa pemberhentian dengan hormat
atau tidak dengan hormat

4. Penjatuhan Hukuman Disiplin
Penjatuhan hukuman disiplin diberikan kepada para pihak yang terbukt terlibat atau
bertanggung jawab atas terjadinva pelanggaran, Tehun 2019 Badan Pengawasan telah
menjatuhkan hukuman disiplin terhadap 179 aparat peradilan

5. Penguatan Sistem Pengawasan

Pada tahun 2019 Badan Pengawasan telah melaksanakan Rapat Koordinasi Hakim
Pengawas Bidang, Rapat Koordinasi Penanpanan Pengaduan dan Consulting dalam rengka
Peninghkatan Pengawasan yang telah dilaksanakan pada 7 (tujuh) wilayah vaitu: Bali, Bangka
Belitung, Makassar, Banten dan DKI Jakarta, Manado, Batam, dan Jambi dengan total
peserta sejumiah 449 prang,

Pada tahun 2019 kegiatan Cuality Assurance (penjaminan kualitas) telah dilaksanakan
pada 1 lokasi yaitu Kupang vang ditkuti oleh 96 peserta terdini dari Wakil Ketua, Panitera
dan Sekretaris pada Pengadilan Tingkat Pertama Se-Wilayah NTT 4 (empat) Lingkungan
Peradilan,

6. Kegiatan Pemeriksaan Reguler
a. Pemeriksaan Reguler

Tahun 2019 Badan Pengawasan melakukan pemeriksaan Reguler pada 58 Satuan
Kerja (Satker). Pemeriksaan Reguler pada Lingkungan Peradilan Umum untuk wilayah I,
IL, IIL, IV berjumlah 28 satker. Lingkungan Peradilan Agama untuk wilayah L 1L, IIT, TV
berjumlah 19 satker. Lingkungan Peradilan Militer untuk wilayah 1, 1L, 111, IV berjumilah 3
satker, dan Lingkungan Peradilan TUN untuk wilayah [, I, 11, IV berjumlah 8 satker.

e e .
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b. Pemeriksaan Reguler Bersama KPK dan BPKP

Badan Pengawasan bekerjasama dengan Tim dari KPK, Tim BPEP Pusat dan Tim
BPEFP Perwakilan melakukan pemerniksasn reguler bersama terhadap beberapa Satuan
Eerja yaita: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Nepara
Surabaya, Pengadilan Pajak, Pengadilan Negen Yogyakarta, Pengadilan Neger
Makassar, Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Pengadilan Tinggi Makassar, Pengadilan
Negeri Medan, Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Tinggi Tata Usaha MNegara
Medan, Pengadilan Tinggi Samarinda, Pengadilan Negen: Pekanbaru, Pengadilan Tinggi
Semarang, Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Pengadilan Negeri Semarang, Pengadilan
MNegeri Tangerang, Pengadilan Negeni Surabaya, dan Pengadilan Tinggi Banten.

7. Pemeriksaan Monitoring

Badan Pengawasan dalam Tahun 2019, telah melakukan pemeriksaan monitoring tersebut
pada 96 (sembilan puluh enam) Satuan Kerja (Satker). Pemeriksaan Monitoring pada
Lingkungan Peradilan Umum untuk wilayah [, 11, I1I, IV begjumlah 54 satker. Lingkungan
Peradilan Agama untuk walayah L 1L 111, 1V berjumlah 29 satker. Lingkungan Peradilan
Militer untuk wilayah I, IL, ITL, IV berjumlah 4 satker; dan Lingkungan Peradilan TUN untuk
wilayah L, IL, 111, IV berjumlah @ satker.

8. Satuan Tugas Khusus Pengawasan
Kegiatan Satgas Badan Pengawasan di meja pengaduan Mahkamah Agung telah
menerima 18 (delapan belas) berkas pengaduan dengan rincian sebagai berikut:
1. Pengaduan yang diteruskan ke Inspektur Wilayah | sebanyak 4 (empat) berkas pengaduan.
2. Pengaduan yang diteruskan ke Inspektur Wilayah 11 sebanyak 7 (tujuh) berkas pengaduan.
3. Pengaduan yang diteruskan ke Inspekmor Wilayah 11 schanyak 4 (empat) berkas
pengaduan.
4. Pengaduan yang diteruskan ke Inspektur Wilayah I'V sebanyak 3 (tiga) berkas pengaduan,

9. Pemeriksaan Kinerja dan Integritas
Badan Pengawasan schagai penpawas Internal pada tahun 2019 telah melakukan
Pemeriksaan Kinerja dan Integritas yang berorientasi pada pengelolaan keuangan Negara,
pengelolaan Penenmaan MNegara Bukan Pajak (PNBP) dan pelayanan publik pada 97
(sembilan puluh tujuh) Satker,
Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja dan Integritas Pada Pengadilan Tingkat Pertama
Di Lingkungan Peradilan Umum untuk wilayah LILIILIV berjumlah 59 satker Di
Lingkungan Peradilan Agama untuk wilayah LILIILIV berjumlah 27 satker Di
Lingkungan Peradilan TUN untuk wilayah LILULIV berjumlah 6 satker dan di
Lingkungan Peradilan Militer untuk wilayah LILIILIV berjumlah 5 satker
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10. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Hasil Evaluasi LKjIP Tahun 2018 (pelaksanaan Tahun 2019) terdapat 7 Satker (9,45%)
memperoleh nilad A, 52 Satker (70,27%) memperoleh mla BB, 14 Satker (18,91%)
memperoleh nilai B, dan 1 Satker (1,35%) memperoleh nilai OC.

Capaian nilai SAKIP tahun 2018 terhadap 74 satuan kerja eselon | dan Pengadilan
Tingkal Banding terdepat peningkatan untuk nilai SAKIP vang masuk kategori A
(memuaskan), BB (sangat baik) dan B (baik) hal terscbut memmjukkan bahwa Akuntabilitas
Kinerja Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya semakin meningkat,

11. Penilaian Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi

Berdasarkan hasil evaluazi sampai dengan 31 Mei 2019, Tim Penilai Intemal
menyampaikan laporan sebanyak 198 (seratus sembilan puluh delapan) unit kerja telah
dievaluasi, dengan rincian sebamyak 174 (sermtus tujuh puluh empat) divsulkan untuk
memperoleh predikat WBK dan 24 (dua puluh empat) belum dapat divsulkan memperoleh
predikat WBE tahun 2019 ini. Dari 174 (seratus tujuh puluh empat) unit kerja 16 (enam
belas) diantaranya divsulkan melalui Program Strategi Nasional Pencepahan Korupsi
(Stranas PK).

12. Sistem Pengendalian Internal {SPT)

Dalam rangka meningkatkan kapabilitas sebagai Aparat Pengawas Interm Pemerintah
(APIP), Badan Pengawasan telah melakukan kegiatannya selaku APTP yaitu diantaranya -

a) Revin Laporan Keuangan dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan
(PIFE), Dilaksanakan reviu laporan keuangan sebanvak 3 (riga) kali;

b} Revin REA K/L, Dilaksanakan pada Mahkamah Agung RI bulan Juli 2019 pada unit
kerja Esclon | Badan Urusan Admistrasi Mahkamah Agung RI Tahun 2020;

¢) Reviu RKBMN Online, Dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali pada bulan September 2019
di Mahkamah Agung RI untuk TA 2021;

d) Revin Pelaksanaan Angparan PBJ, Berdasarkan hasil reviu Pelaksanaan Anggaran sampai
dengan Trwulan III Tahen Anggaran 2019 dapat disimpulkan bahwa secara umum
realisasi belanja telah mencapai lebih dani 100,59% dari rencana penyerapannysa;

¢) Pemeriksaan Keuangan, penpelolaan keuangan DIPA dan keuangan perkara telah
dilakukan pengendalian intern secara efektif, namun masih ditemukan  kesalahan
administratif yang berdampak pada kerugian negara vang diselesaikan melalui mekanisme
penvetoran ke kas negara alay proses tuntuten ganti rugi (TGR), sedangkan untuk
kesalahan yang bersifat perbatkan pencatatan administrasi sudah ditindaklanjuti dengan
perbaikan pads sast berlangsungnya pemeriksaan sehinpga diharapkan permasalahan

terscbut fidak terulang di tahun berikutnya

__ e e
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f) Audit Penpgadean Barang/Jasa, dilakukan melalui dua pendekatan yakni untuk pekerjaan
fisik belum selesai 100% dilakukan melalui Probity Audit dan untuk pekerjaan fisik telah
mencapai 100% dilakukan melalui Andit Pengadaan Barang/Jasa;

g) Ligison Officer (LO), Sepanjang tahun 2019, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI
melakukan 5 (lima) penugasan pemeriksaan dan pemsantauan tindak lamjut hasil
pemeriksaan di Mahkamah Agung RI

h) Reviu Revaluasi BMN, Badan Pengawasan telah melaksanakan reviu atas pelaksanaan
révaluasi BMN untuk memenuhi amanat PME Nomor 107 Tahun 2019 vang telah
dilaksanakan bersamaan dengen Biro Perlengkapan dan Biro Keuangan Badan Urusen
Administras: pada beberapa wilayah.

13. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK

Temuan pemeriksaan BPK RI sejak tahun 2005 sampai dengan Semester 11 tahun 2019
sebanyak 536 (lima ratus tiga puluh enam) temuan pemeriksaan dengan 1.121 (seribu seratus
dua puluh sat) rekomendasi. Tindak Lanjut Temuan sesuai dengan Rekomendasi BPK
hingga Semester II tahun 2019 sebanyak 1,033 (seribu tiga puluh tiga) rekomendasi atay
sebesar 92,15% sudah diselesatkan oleh Mahkamah Agung RI, sebanyak 77 (tujuh puluh
tujuh) rekomendasi masih dalam proses tindak lanjut, 11 (sebelas) rekomendasi tidak dapat
ditindakianjuti dengan alasan yang sah dan 0 (nol) rekomendasi belum ditindaklanjuti,

Total nilai temuan pemeriksaan BPK sejak tahun 2005 sampai dengan semester 11 tahun
2019 sebesar Rp42.869.200.522,00. nilai rekomendasi sebesar Rp33.997 443.502,00. Hingga
semester [1 tabun 2019 sebesar Rp28.613,370.975,00. sudah diselesatkan oleh Mahkamah
Agung RI sesuai dengan rekomendasi atau sebesar 84,16%, nilai yang masih dalam proses
tndak lamjut sebesar Rpd.800.266.156,00. atsu sebesar 14.12% dan nilai schesar
Rp5E3.806.372,00 atau schesar 1.72% tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah.
Total nilai aset atau penyetoran uang ke kas negara sejak tabun 2005 sampai dengan
Semester 11 tahun 2019 scbesar Rp32.588.694.000,00, Catatan: data berdasarkan Laporan
Pemantauan Tindak Lanjut dari BPK RI Semester I1 tahun 2019,

B. Rekomendasi

Badan Pengawasan telah berupaya secara terus menerus dalam meningkatkan mut
maupun hasil pengawasan dan kualitas pelayanan pengaduan yang lebih baik kepada publik,
selain itu Badan Pengawasan sebagai APIP (aparat pengawasan intern pemerintah)
mempunyai kewenangan serta berkewajiban memberikan kepastian (assurance) dan
konsultasi feonswlting) yang bersifat independen, obyektif dan profesional, agar memenuhi
kualitas dan kemampuan pelayanan publik di Lingkungan Mahkamah Apung dan Badan
Peradilan di bawahnya yang berdampak pada kepercayaan masyarakat,
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Sejalan dengan hal tersebut di atas beberapa kegiatan perlu lebih ditingkatkan adalah

1. Kegatan Assurance meliputi Pemeriksaan Kinerja dan Intepritas, Pemeriksaan Reguler,
Pemeriksaan Kasus, Reviu Laporan Keuamgon, Reviu REAKL, Bvaluasi Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LEjIP)} dan Momitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Eksternal.

2. Kegiatan Consulting meliputi : Rapat Koordinasi Hakim Pengawas Bidang, Rapat
Koordinasi Penanganan Pengaduan, Comsulting dalam rangka Peningkatan Pengawasan
dan Cuality Assurance.

Dalam rangka lebih mengoptimalkan kinerja Mahkamah Agung dan Badan Peradilan
Dibawahnya, Kepiatan rutin Badan Pengawssan vang perlu dilaksanakan dan lehih
ditinglkatkan antara lain:

I. Inspeksi Mendadak (SIDAK)

2. Pemeriksaan Kinerja dan Integritas

3. Audit Pengadaan Barang dan Jasa

4. Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung RI (SIWAS
MARI)
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Mengingat

Menctaphan

MAHEAMAH AGUNG REFUBLIE INDONESIA
EEPALA BADAN FENGAWASAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN
MAHKAMAH AGUNG RI

NOMOR :8Q/BP/SK/IX2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN
BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2019

KEPALA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI,

Sorat Kepotusan Ketun Mahkamah Apme BI Momor 117/MASK/VILN2019
tangpal 30 Juli 2019 tentang Pembentoksn Panitia Penyusiman dan
Penyelenggaraan Laporan Tahunan 2019 Mahkamah Agung:;

LL}

Bahwa dalam rangka penynsunan Laporan Tshunan 2019 Badan Penpawasan
Mahksmah Agnmg RI, dipandang perin membentuk Tim Penyusunan Laporan
Tabhunan Badan Pengawasan Mahkamah Agpumg RI Tahun 2019;

Bahwa yang namanya tersebut dalam Lampiran Swat Keputuzan ind
dipandang mampu dan cakap untuk menyusun laporan Tahunan Badan
Penpawasan Mahkamah Agung RI Tahun 2019;

Undang-Undang Momos 48 Tabun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman:
Undang-Undang RI. Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamsh Apgung
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI, Nomor 5
Tahm 2004 dan Perubabem Kedon Undang-Undang B1L Nomor 3 Tabun 2009,

MEMUTUSKAN

Membentuk Tun Pemyusonsn Laporan Taluman Badsn Penpawasan
Mahkamah Agung RT Tzhun 2019 sehagaimens terlampir dalam Keputusen
mi;

Menyusan Laporan Tahuman sesuai outline yang ditetapkan  Ketus
Malikamah Agung RT dalam surat Nomor: 117/KMA/SK/VIVZ019 tangpal
30 Juli 2019 tentang Pembentukan Panitia Penyusunan dan Penyelenpgaraan
Laporan Tahuman 2019 Mahkamah Agung;



Keempat

Kelima

EL}

Melgporkan hasil penyusunan Laporan Tabunan 2019 kepada Kepala Badan
Pengawasan Mabkamah Agung BRI,

Segala biaya yang berkaitan dengan Penvusunan Laporan Tahunan 2019
dibebankan pada DIPA Badan Pengawasan Mohlamah Agung RI Tahun
Anggaran 2019,

Keputusan ini mulai berlaku sejak tangpal ditetapkan dan apabila dikemudian
hari ada kekeliruan dalam keputusan ini ekan diadakan perbaikan seperlmya

Ditetaphan di - Jakarta
Pada Tangpal ; 30 September 2019

KEPALA BADAN PENGAWASAN
MAHKAMAH AGUNG RI
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Lampzran

Momor

: Surat Kepumsen Kepala Badan Penpawsassn Mahkamah Agung RI
&5 BPSEKIX019

Tentang: Pembentukan Tim Penyasunan Laporan Tahunen Badan Pengawasen
Mahkamah Agung RI Tahun 2019

Ta. Mama Jabatan Jabatan dalam Tim
1 1 3 4
1. | Nugroho Setiadji, 30 Kepals Badan Pangawasan Perangrung Jawah
2. | DoDis H Muh Abduh Sulseenan, S H, MH Tmspektur Wilimyah 1 Walkal Penangpime laweh
3. | Aviantars, 5.0, M Hum Inspekeur Wilaysh 11 “Wakil Penanguiing Tawsh
4, | H Iswan Heswin, S H, MH Pit Inspekeor Wilayzh [0 Wakil Penangaung Jawsh
5. | H. Dwnareo Budi Santiarte, 8 H,, M Hum Inspektor Wilayah TV Wakil Penanggung Jawsh
6 | Dm H Andi Kumigwsn, MM Seloetaris Badim Pengrwassn Estua
7. | Sri Kasada Dewsri, SH. MH Bty Eepegmmian Anggotn
8. | Hij. Yefni Delfitri, 8.1, MH Ksbag Umam ATgRoa
% | e Any Doysh 'Wijayant Kabag Organizaci dsn Tefalaksana Anppitn
10 | Sadikin 55 SH MH Eshag Parencamaan dan Kesengan Anggoem
1L | B Locky Permons, S H_MH Eamabhas Ketaisladoanaan Angeoin
12, | Bko Purwanto, ST, MH Easubbag Dinkumentas das Infiarmees Angpota
13. | Rohili, 80, MH Kasubbag Tata Uzsha Anggata
4. | Mubhammad Adzloys, 8B, M Ace, O A Kasubbag Poenc. Program dan Peny_Anggarn Anggata
13, | Dirn. Yeldti Handuyeni S, M.Si Easiubbag Tats Ussha IRWIL T Angents
16, | Wiwi Bedyati, 3H, M H Fasubbag Tata Usaha IRWIL T Anggota
17, | Muziiana Abds S H, MH Kasubhap Tata Usahn TRWIL 1 Adpirgots
18, | Mochtar Luthfi, 3. H Kasubbag Tata Usaha [RWIL TV Anggota
19. | Ferrt Taufik Fordimnsysh, S E Ak C.A, MAE | Auditer Anggota
20. | dMivhnmmad Anis, 3E, Ak, C.A, M.AK Auditor Anggota
21. | Imam Pumome, S.E, Ak, C.A Auditor Anggota
22 | Rama Rahim, S.E, MM, MBA Anditar Angpoda
B, | Hendm Basry, 5B, ML.Ak Auditor Anppota
24 | Sywrifullsh M Nur, 8. ¥om Anditor Angpoem
5. | Butrigno, §.H.I Auditor Kepegawaian Angpota
26, | Zullvan Sugisntore, 8. T Pransta Komputar Anpgatn
27, | Mubammad Huzaifah, § Kom Pranata, Komputer Angpota
2 | Does Wolan Endrians, $ Pa Pelakvanal Staf Bagian Ortals Anjrpots
29, | Drew: Putr Moviandary, 5 Kom Pelakspne’ Staf Bagien Orials Anggots
30, | Muoweardi, 5 H Palzisana’ Staf Bagien Orials Anpgaots
31. | Aguseaja Thyusandy, A Md Kom Palakstna Staf Bagian Ortala Arggots
Jakurta, 30 September 2019
EEPALA BADAN PENGAWASAN
MATMKAMAH AGIUNG RI
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